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ABSTRAK 

 

Maratus Khoiniyah, 2019,  SKRIPSI. Judul: Analisis Efektivitas Program 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan 

Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan, Pembimbing: Sri Andriani, 

SE., M.Si  Kata Kunci   : Tax Amnesty, penerimaan, kepatuhan wajib pajak 

  

Turunnya penerimaan pajak setiap taunnya disebabkan karena adanya wajib 

pajak yang masih rendah dalam hal membayar pajak dan disisi lain juga masih 

terdapat beberapa harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah 

NKRI. Adanya target penerimaan negara yang setiap tahun meningkat 

menyebabkan pemerintah berupaya membuat kebijakan baru tentang program Tax 

Amnesty. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas  

programTax Amnesty dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Pasuruan  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana 

tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi secara sistematis.Analisis data 

bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan 

teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas programTax 

Amnestydalam meningkatkan penerimaan pajak telah tercapai dan kepatuhan wajib 

pajak juga meningkat. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan meningkat 

menjadi 85,12% di tahun 2016 dan 102,38% di tahun 2017. Program Tax Amnesty 

ini juga didasari dengan payung hukum yang jelas sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru yang dibuat pemerintah. 
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ABSTRACT 

 

Maratus Khoiniyah, 2019, SKRIPSI. Title: Analysis of the Effectiveness of the Tax 

Amnesty Program in the Context of Increasing Taxpayer Receipts and Compliance 

at KPP Pratama Pasuruan, Advisor: Sri Andriani, SE., M.Si Keywords: Tax 

Amnesty, acceptance, tax compliance 

 

The decrease in tax revenue each year is due to the existence of taxpayers 

who are still low in terms of paying taxes and on the other hand there are still some 

assets of Indonesian citizens outside the territory of the Republic of Indonesia. The 

target of state revenue that increases every year causes the government to make a 

new policy on the Tax Amnesty program. The purpose of this study was to determine 

the effectiveness of the Tax Amnesty program in order to increase taxpayers' 

acceptance and compliance with the Pasuruan KPP 

This type of research is qualitative with a descriptive approach where the 

aim is to describe the situation systematically. Data analysis aims to simplify the 

processed data, so that it is easy to read and interpret. The data used are primary 

and secondary data with field study research techniques, namely interviews and 

documentation. 

The results of this study indicate that the effectiveness of the Tax Amnesty 

program in increasing tax revenue has been achieved and taxpayer compliance has 

also increased. Tax receipts at KPP Pratama Pasuruan increased to 85.12% in 

2016 and 102.38% in 2017. The Tax Amnesty program is also based on a clear 

legal umbrella so as to increase the trust of taxpayers towards new regulations 

made by the government 

. 
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 المستخلص

 

 ة منظمة العفو()ضريب،البحث الجامعي. تحليل فعالية من أهداف الضريبة برنامج الغفران  2019ماراتوس خوينية ، 
، كلمات SEأندرياني لانكا، سري، المشرف:  فاسوروانKPPمن أجل زيادة الإيرادات والمكلف الامتثال على 

M.Si: والإيصالات، والالتزام الضريبيالدولية،الضريبة منظمة العفو 

               

 فيما خفضينمن يزالون لا الذين الضرائب دافعي وجود إلى عام كل  الضرائب إيرادات في الانخفاض يرجع
 جمهورية إقليم ارجخ الإندونيسيين للمواطنين الأصول بعض هناك تزال لا أخرى ناحية ومن ، الضرائب بدفع يتعلق

 العفوبرنامج أنبش جديدة سياسة الحكومة تضع أن في عام كل  يزداد الذي الدولة إيرادات هدف يتسبب ا.إندونيسي
 الضرائب دافعي لقبو  زيادة أجلمن الضريبي العفوبرنامج فعالية تحديد هو الدراسة هذه من الغرض .كانالضريبي

 KPP Pasuruan ل والامتثال

 هجي.من بشكل الموقف وصف هو الهدف يكون حيث وصفي نهج مع نوعي هو البحوث من النوع هذا
 المستخدمة البيانات فسيرها.وت قراءتها يسهل بحيث ، معالجتها تمت التي البيانات تبسيط إلى البيانات تحليل يهدف

 ق.والوثائ المقابلات وهي ، الميدانية الدراسة في البحث تقنيات مع والثانوية الأولية البيانات هي

 كما  ، تحققت قد بيةالضري الإيرادات زيادة في الضريبي العفو برنامج فعالية أن إلى الدراسة هذه نتائج تشير
 ٪ 85.12 إلى Pasuruan Pratama KPP في الضريبية الإيرادات الضرائب.ارتفعت لدافعي الامتثال زاد
 بحيث اضحةو  قانونية مظلة إلى أيضًا الضريبي العفو برنامج .يستند2017 عام في ٪ 102.38 و 2016 عام في

 الحكومة وضعتها التي الجديدة اللوائح في الضرائب دافع ثقة زيادة يمكنه
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu kategori Negara berkembang. 

Pelaksanaan pembangunan juga mengalami peningkatan secara terus-menerus 

untuk kesejahteraan rakyat bersama. Faktor pendukung dapat berjalannya 

pembangunan yang dilaksanakan yaitu adanya penerimaan Negara yang telah 

ditetapkan pada anggaran sebelumnya. Salah satu sumber penerimaan Negara yang 

utama yaitu pajak yang diartikan sebagai usaha dalam menambah penerimaan yang 

dilakukan dengan cara memperoleh sumber dana dari dalam negeri 

(Ragimun,2015). Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007, “pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Selain itu, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

Negara juga digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas (Sinamora & Suryaman, 2015) 

Faktor turunnya penerimaan pajak setiap taunnya disebabkan karena 

adanya wajib pajak yang masih rendah dalam hal membayar pajak dan disisi lain 

juga masih terdapat beberapa harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ngadiman,2015), sehingga 

penerimaan Negara juga mengalami penurunan disetiap tahunnya. Adanya upaya 
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pencapaian target penerimaan Negara yang setian tahun meningkat menyebabkan 

pemerintah berupaya membuat kebijakan baru yang dituangkan ke dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty). 

Tax Amnesty tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) 

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 

mengungkap harta dan membayar uang tebusan”. Salah satu pengamat pajak juga 

mengungkapkan bahwa Tax Amnesty merupakan kebijakan yang dirasa tidak sulit 

dan bukan untuk menakut-nakuti bagi wajib pajak, namun sebagai sarana dalam 

menyelesaikan kebijakan masa lalu yang tidak benar adanya (Darussalam, 2016). 

Di tahun 2008, Indonesia pernah menerapkan kebijakan yang hampir sama 

halnya dengan Tax Amnesty yaitu Sunset Policy. Sunset Policy merupakan 

kebijakan perpajakan yang pernah diperlakukan di Indonesia dengan memberikan 

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak yang telah tercantum dalam Surat Edaran Nomor 

SE-34/PJ/2008 Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Dalam penerapan kebijakan Sunset Policy ini merupakan hal yang 

cukup berhasil karena Indonesia memperoleh tambahan penerimaan pajak dalam 

tahun diberlakukannya kebijakan ini sebesar Rp 7,46 Triliun yang dinilai telah 

melampaui target penerimaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir 

(Ruston,2015) 
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Kebijakan Tax Amnesty yang terapkan oleh pemerintah memiliki beberapa 

alasan disamping untuk mencapai target penerimaan Negara yang merupakan suatu 

keharusan atau hal penting yang dicapai pemerintah. Sekjen Kemenkeu Hadiyanto 

menjelaskan terdapat beberapa alasan mendasar selain pencapaian target 

penerimaan Negara diantaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

nantinya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang Rupiah, Perluasan basis pajak 

dalam negeri maupun perbaikan sistem perpajakan, serta Peningkatan penerimaan 

pajak (Idris,2016) 

Adanya kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah tentang 

pelaksanaan Tax Amnesty akan bermanfaat bagi kalangan wajib pajak yang 

memanfaatkannya baik itu wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan 

memanfaatkan program Tax Amnesty ini, maka tujuan dari Tax Amnesty bisa 

tercapai. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam International Public 

Relation Association (IPRA) menjelaskan faktor diterapkannya program Tax 

Amnesty merupakan salah satu bagian dari sebuah reformasi perpajakan yang 

memiliki tujuan utama memperkuat database perpajakan yang ada di Indonesia. 

Namun selain itu, faktor sukses dari penerapan kebijakan baru ini adalah adanya 

dukungan penuh dari wajib pajak dalam perencanaan program Tax Amnesty.  

Tercapainya tujuan program Tax Amnesty tidak luput dari adanya 

efektivitas program yang dilaksanakannya. Menurut Bungkaes (2013), efektivitas 

merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output yang dihasilkan dari sebuah 

organisasi ataupun lembaga dalam mencapai yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, 

pengukuran efektivitas program Tax Amnesty dilihat dari hasil kerja yang dicapai 
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selama tiga periode program Tax Amnesty yang telah berlangsung. Salah satu upaya 

dalam mewujudkan program Tax Amnesty yang efektif, pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Menteri Keuangan 

berupaya melakukan sosialisasi (penyuluhan) tentang Tax Amnesty yang sudah 

berlaku menjadi tiga periode mulai tangaal 1 Juli 2016 hingga Maret 2017 

berdasarkan basis data oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak (Aryanti & 

Fanani,2016). 

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang dilakukan atau 

disampaikan disesuaikan dengan keadaan ataupun kepentingan sasarannya. 

Penyuluhan perpajakan merupakan penyampaian informasi, pengertian maupun 

pembinaan yang disampaikan kepada masyarakat sekitar tentang suatu hal yang 

berhubungan dengan perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak 

khususnya Kantor Pelayanan Pajak (Rohmah & Rasmini, 2013). 

Penelitian tentang Tax Amnesty diantaranya, Ragimun (2015) menjelaskan 

bahwa Tax Amnesty dapat diimplementasikan di Indonesia dengan syarat 

keterbukaan terhadap masyarakat serta akses informasi yang mendukung. Hasil 

penelitian Seno & Riovaldy (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan adanya 

Tax Amnesty mempunyai peluang untuk berhasil dan tercapainya tujuan dalam 

menerapkan Tax Amnesty dikarenakan semakin tinggi penerimaan Tax Amnesty, 

juga mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak. 

Data dari Kanwil DJP Kanwil III menyebutkan, realisasi penerimaan pajak 

tahun 2017 yang masuk pada saat terlaksananya program Tax Amnesty mengalami 

peningkatan dan bahkan telah melebihi target. Tercatat dari adanya target yang 
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ditentukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar 101,56% atau Rp 25,75 triliun, 

realisasi yang dicapai sebesar Rp 26,12% triliun (DJP,2017). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dalam pencapaian DJP Kanwil Jawa Timur III mengalami 

pertumbuhan sebesar 15,24% dari Tax Amnesty dan berhasil menempati peringkat 

ke-2 nasional dengan penerimaan pajaknya melebihi seratus persen. Dalam artian 

bahwa sebanyak 96.346 wajib pajak membayar pajak di tahun 2017 dan mengalami 

pertumbuhan sebesar 32,41 persen dari 2016. Sedangkan dari segi jumlah wajib 

pajak yang terdaftar di tahun 2017 sebanyak 1.695.326 juga mengalami 

pertumbuhan sebesar 9,39% dari tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

pencapaian efektivitas penerimaan pajak didukung oleh keberhasilan sembilan 

kantor pelayanan pajak dibawah naungan DJP Kanwil Jawa Timur III salah satunya 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Suparmanto selaku 

seksi Pengawas dan Konsultasi II di KPP Pratama Pasuruan serta panitia pelaksana 

Tax Amnesty, menjelaskan bahwa: 

“Di KPP Pratama Pasuruan khususnya tahun 2016 dan 2017 pada saat 

program Tax Amnesty berlangsung, pencapaian realisasi penerimaan pajak 

memang meningkat cukup baik, ditahun 2016 pencapaian realisasi pencapaian 

penerimaan pajak sebesar 84,23%. Sedangkan ditahun 2017 pencapaian 

penerimaan pajak sebesar 101,50%. Selain itu, Alhamdulillah di tahun 2016 KPP 

Pratama memperoleh penghargaan kategori realisasi penyuluhan sebesar 225%, 

penyuluhan ini memang gempar dilakukan karena memang awal terlaksananya 

program Tax Amnesty dalam periode satu (April-Juni) yang terjadi di tahun 2016.” 
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Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak  

Tahun Target Realisasi (%) 

2016  Rp 

1,383,112,159,000 

Rp 

1,165,056,126,845 

84,23% 

2017 Rp 

1.345.316.915.000 

Rp 

1.365.534.052.107 

101,50% 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2017) 

KPP Pratama Pasuruan merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada 

di bawah naungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah III yang wilayah 

kerjanya mencakup Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Dari wawancara 

tersebut dijadikan peneliti dalam melakukan penelitian di KPP Pratama Pasuruan 

berdasarkan besarnya penerimaan yang telah dicapai selama dua tahun periode pada 

saat program Tax Amnesty berlangsung yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Dari data 

yang diperoleh, realisasi penerimaan pajak di tahun 2016 sebesar Rp 

1,165,056,126,845 dengan presentase pencapaian sebesar 84.23% sedangkan 

ditahun 2017 mengalami peningkatan dengan tingkat prosentase pencapaian 

sebesar 101,50% sebesar Rp 1.365.534.052.107. Selain itu dengan adanya program 

Tax Amnesty merupakan peluang dan kemudahan bagi seluruh wajib pajak yang 

tidak pernah melapor SPT nya ke kantor pajak. Dari deskripsi tersebut menjadikan 

dasar untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Program 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Rangka Meningkatkan 

Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah: 

1. Bagaimana efektivitas program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam 

meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan? 

2. Bagaimana efektivitas program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah “Untuk mengetahui efektivitas program pengampunan pajak 

(Tax Amnesty) dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak 

pada KPP Pratama Pasuruan” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai 

penerapan program kebijakan Tax Amnesty 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dan sarana 

penerapan teori yang telah diperoleh di masa perkuliahan ke dalam 

bidang lapangan yang sebenarnya. 
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c. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan informasi kepada 

pegawai kantor pajak tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajak. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan sebagai rujukan mengenai penerapan efektivitas 

program Tax Amnesty bagi penerimaan pajak yang berguna bagi 

kalangan mahasiswa yang sedang melakukan kajian terhadap program 

Tax Amnesty. 

b. Mengembangkan ilmu dalam menganalisis penelitian pada suatu kasus
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian terdahulu dapat disajikan sebagai bahan referensi bagi 

penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan beberapa hasil dari 

penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis yakni : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama, Tahun, 

Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

1 Ngadiman, 2015, 

Pengaruh Sunset 

Policy, Tax 

Amnesty, dan 

Sanksi Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi 

Empiris Pada 

KPP Pratama 

Jakarta 

Kembangan) 

 

Sunset 

Policy, Tax 

Amnesty, 

Kepatuhan 

Pajak 

 

 

 

Metode 

penelitian 

Kuantitatif 

dan Analisis 

Data 

menggunakan 

metode 

analisis 

regresi 

berganda  

 

 

Sunset Policy 

berpeengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, Tax 

Amnesty dan Sanksi 

Pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, variabel 

sunset policy dan tax 

amnesty dan sanksi 

pajak dapat 

digunakan untuk 

menjelaskan 

kepatuhan wajib 

pajak sebesar 21,7 

2 Ragimun, 2015, 

Analisis 

Implementasi 

Pengampunan 

Pajak (Tax 

Amnesty) di 

Indonesia  

Tax Amesty, 

Penerimaan 

Pajak 

 

 

 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

eksploratif 

deskriptif 

 

Tax Amnesty dapat 

diimplementasikan 

di Indonesia, namun 

harus mempunyai 

payung hukum 

sebagai dasar tujuan 

dan syarat 

keterbukaaan 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama, Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

    terhadap masyarakat 

serta akses informasi  

yang mendukung. 

3 Suyanto, 2016, 

“Tax Amnesty” 

Tax Amnesty Metode 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

Persepsi wajib pajak 

terhadap program Tax 

Amnesty berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

yang dinyatakan dalam 

hasil pengujian hipotesis 

yang menunjukkan 

bahwa nilai T hitung 

lebih tinggi 3,244 

daripada nilai T tabel 

sebesar 1,6829 

4 Nur Asyiah 

Jamil, 2017, 

“Efektivitas 

Penerapan Tax 

Amnesty di 

Indonesia” 

 

 

Pengampuna

n Pajak, 

Efektivitas 

Pajak 

Penghasilan, 

Kepatuhan 

Pajak 

 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

 

Realisasi penerimaan 

pajak tahun 2016 

dihitung hingga akhir 

bulan Oktober 2016 

dengan nilai efektivitas 

pajak 64,27%. 

Berdasarkan pemaparan 

teori sebelumya angka 

efektivitas pajak masuk 

dalam kategori yang 

baik, namun efektivitas 

pajak setelah 

diterapkanya tax amnesty 

menurun sebesar 3,51% 

5 Widianti, Ferry 

Panjaitan, & 

Anggo Rudi, 

2017, “Analisis 

Pengaruh Tax 

Amnesty 

Total 

Penerimaan, 

Total 

Pelaporan, 

Pengampuna

n Pajak 

Metode 

Penelitian 

Kuantitatif 

Program Tax Amnesty 

berpengaruh pada 

keinginan pemerintah 

agar dapat meningkatkan 

penerimaan pajak dan 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama, Tahun, 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

 Terhadap Total 

Penerimaandan 

Total Pelaporan 

Pajak (Studi 

Kasus Pada Kpp 

Pratama 

Pangkalpinang)” 

  Dapat menghimpun 

sektor pajak secara 

cepat dalam jangka 

waktu yang relatif 

singkat. Namun, 

mengalami penurunan 

tingkat  kepatuhan wajib 

pajak 

6 Seno 

Sudarmono Hadi 

& Riovaldy 

Thewil Bindura, 

2018, “Pengaruh 

Pelaksanaan 

Pengampunan 

Pajak (Tax 

Amnesty) 

Terhadap 

Penerimaan 

Pajak pada KPP 

Pratama Jakarta 

Cengkareng” 

Pengampuna

n Pajak, Pajak 

Penghasilan, 

Efektivitas 

Pajak 

Penghasilan 

Metode 

penelitian 

kasualitas 

Tingkat penerimaan 

pajak sejumlah 

Rp.238.347, 

penerimaan tax amnesty 

mengalami peningkatan 

Rp.1, dan penerimaan 

pajak meningkat 

Rp.980. yang  

menunjukkan semakin 

tinggi penerimaan tax 

amnesty maka makin 

tinggi pula penerimaan 

pajak pada KPP 

Pratama Jakarta 

Cengkareng 

 

Tabel 2.2 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu  

No Nama, Tahun, 

Judul Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Ngadiman, 2015, 

Pengaruh Sunset 

Policy, Tax 

Amnesty, dan Sanksi 

Pajak   

1. Menggunakan 

variabel penelitian 

Tax Amnesty 

 

1. Metode penelitian 

deskriptif kualitatif 

bukan metode kuantitatif 

2. Waktu dan Objek 

penelitian berbeda 
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Tabel 2.2 (lanjutan) 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu  

No Nama, Tahun, Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

 Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Empiris Pada 

KPP Pratama Jakarta 

Kembangan) 

  

2 Ragimun, 2015, Analisis 

ImplementasiPengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) di 

Indonesia 

1. Menggunakan 

Variabel  

pengampunan 

pajak (Tax 

Amnesty) 

2.Metode penelitian 

kualitatif 

1.Waktu dan objek 

penelitian berbeda 

3.  Suyanto, 2016, “Tax 

Amnesty” 

1. Menggunakan 

variabel Tax 

Amnesty 

1. Waktu dan objek 

penelitian 

berbeda 

2. Metode penelitian 

deskriptif 

kualitatif bukan 

kuantitatif 

4 Nur Asyiah Jamil, 2017, 

“Efektivitas Penerapan Tax 

Amnesty di Indonesia” 

1. Menggunakan 

variabel 

pengampunan pajak 

(Tax Amnesty) 

 

1. Waktu dan Objek 

penelitian berbeda 

5 Widianti, Ferry Panjaitan, 

& Anggo Rudi, 2017, 

“Analisis Pengaruh Tax 

Amnesty Terhadap Total 

Penerimaan dan Total 

Pelaporan Pajak (Studi 

Kasus Pada Kpp Pratama 

Pangkalpinang)” 

1. Menggunakan 

variabel 

pengampunan pajak 

(Tax Amnesty) 

1. Judul penelitian 

tidak 

mencantumkan 

total pelaporan 

pajak  

2. Metode penelitian 

deskriptif kualitatif 

bukan kuantitatif 

6 Seno Sudarmono Hadi & 

Riovaldy Thewil Bindura, 

2018, “Pengaruh  

1. Menggunakan 

variabel 

pengampunan pajak 

(Tax Amnesty) 

1. Metode Penelitian 

deskriptif kualitatif 

bukan metode 

kasualitas 
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Tabel 2.2 (lanjutan) 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu  

No Nama, Tahun, 

Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

 Pelaksanaan 

Pengampunan 

Pajak (Tax 

Amnesty) 

Terhadap 

Penerimaan Pajak 

pada KPP Pratama 

Jakarta 

Cengkareng” 

 2. Waktu dan penelitian 

berbeda 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan ke-empat atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Pasal 01 ayat (1) berbunyi pajak adalah“kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran 

masyarakat.” 

Sedangkan menurut (Mardiasmo,2016) pajak yang dikemukakan oleh 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro merupakan iuran rakyat yang disalurkan kepada 

kas negara dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran negara   
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Pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat adalah suatu kewajiban 

dalam menyerahkan sebagian dari kekayaan yang nantinya akan disalurkan 

kepada kas Negara yang disebabkan oleh kejadian ataupun keadaan tertentu, 

namun bukan bersifat sebagai hukuman, dengan berdasarkan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan, tetapi 

tidak terdapat timbal balik secara langsung dari Negara yang berguna bagi 

kejahteraan masyarakat (Resmi, 2016) 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik bahwa ciri-ciri yang 

berpacu dalam pengertian pajak yaitu (Resmi,2017): 

1. Pemungutan pajak didasarkan atas undang-undang maupun aturan 

pelaksanaannya 

2. Tidak terdapat imbalan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah 

dalam membayar pajak 

3. Pembayaran pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah 

4. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan dan pengeluaran 

Negara yang mana bila dari pemasukannya terdapat surplus maka 

digunakan untuk membiayai public investment.  

Mardiasmo (2016) menarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur 

pajak diantaranya: 

1. Iuran rakyat kepada masyarakat berupa uang bukan dengan barang yang 

pemungutannya dilakukan oleh pihak pemerintah 
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2. Berdasarkan Undang-Undang, pemugutan pajak dilakukan atas dasar 

kekuatan undang-undang dengan aturan pelaksanaannya 

3. Tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung oleh Negara serta 

pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya timbale balik secara 

individual oleh pemerintah 

4. Dipergunakan sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan 

kebutuhan rumah tangga Negara yang bermanfaat demi kesejahteraan 

masyarakat luas. 

Adapun terdapat beberapa fungsi pajak menurut (Resmi,2017): 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran kebutuhan rumah tangga Negara baik rutin maupun 

pembangunan sebagai sumber keuangan Negara dengan upaya pemerintah 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 

melalui kebijaksanaan pajak seperti: mengadakan perubahan tarif, 

memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau 

sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada 

masalah tertentu.Dalam menjalankan fungsi ini, terdapat dampak positif dan 

negatif.Akan berdampak positif apabila masyarakat memandang positif 

kegiatan yang diberikan oleh pemerintah sehingga pemerintah memberikan 

dorongan berupa pemberikan fasilitas perpajakan. Sebaliknya akan 
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berdampak negatif apabila dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi 

perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan 

tertentu seperti membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat 

dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin 

diberantas oleh pemerintah. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai 

fungsi pengatur : 

a. Pajak dengan nilai yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan apabila terjadi 

transaksi jual beli barang mewah, karena semakin besar nilai barang 

tersebut juga mempengaruhi terhadap besarnya pajak atas barang mewah 

itu sendiri.  Dasar pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat 

tidak menimbulkan sifat hedonisme atau lebih dikenal dengan sebutan 

kegiatan menghambur-hamburkan uang untuk barang mewah. 

b. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan. Tarif pajak ini 

ditujukan kepada pihak yang mempunyai penghasilan tinggi agar 

kontribusi yang diberikan juga meningkat sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

seperti semen, insudtri rokok, dll. Hal tersebut dilakukan agar terdapat 

penekanan produksi terhadap bidang industri karena mengganggu 

lingkungan seperti polusi udara. 

d. Pembebasan pajak penghasilan atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang 

bertujuan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 
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2.2.2 Klasifikasi Pajak 

Menurut Resmi (2017), pengklasifikasian pajak digolongkan 

menjadi sebagai berikut: 

1. Menurut Golongannya, terdiri dari: 

a. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain sehingga pajak 

harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya 

dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga 

2. Menurut Sifatnya, terdiri dari: 

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang bernilai berdasarkan subjek 

pajak. Dalam artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya 

memperhatikan objek pajaknya baik berupa barang, maupun 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar 

pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib 

Pajak) dan tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungut, terdiri dari: 

a. Pajak Negara, merupakan pajak atas dasar pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan 

rumah tangga Negara demi kesejahteraan masyarakat. 

b. Pajak Daerah, merupakan pajak atas dasar pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak 
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Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang 

digunakan untuk membiayai keperluan masing-masing daerah.  

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara dalam menghitung 

besarnya pajak yang akan dibayar kepada Negara yang ditempatinya dengan 

syarat apabila sudah memenuhi tanggungjawab untuk membayar pajak maka 

wajib untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Terdapat tiga 

macam sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menentukan siapa 

yang akan menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang menurut 

(Mardiasmo,2016) sebagai berikut: 

1. Sistem Self Assesmen tmerupakan pemungutan pajak yang dilakukan 

dengan memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar kepada wajib pajak untuk berinisiatif 

mendaftarkan dirinya dalam mendapatkan NPWP. Ciri-cirinya: 

a. Berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada Wajib 

Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, dalam artian menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang 

c. Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi 

2. Sistem official Assesment merupakan pemungutan pajak yang dilakukan 

dengan cara memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab 

kepada fiskus sehingga utang pajak timbul setelah ditetapkannya surat 
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ketetapan pajak yang mengakibatkan peran wajib pajak bersifat pasif. Ciri-

cirinya: 

a. Berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus  

b. Wajib Pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

3. Sistem Witholding merupakanpemungutan pajak yang dilakukan dengan 

cara memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada 

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), 

subjek pajak diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Subjek pajak Orang Pribadi, dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun diluar Indonesia 

2. Subjek Pajak Warisan, yang belum terbagi dalam sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

3. Subjek pajak Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 
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Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial dan politik, dan 

bentuk badan lainnya yang termasuk bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa 

memperhatikan nama dan bentuknya. 

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang 

digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 

dengan ketentuan orang pribadi yang tinggal di Indonesia selamatidak lebih 

dari seratus delapan pulus tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, 

serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha melakukan kegiatan di Indonesia. 

Objek pajak merupakan segala sesuatu baik barang, jasa, kegiatan, 

atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan merupakan 

tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun (Resmi,2016). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No 38 Tahun 

2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah: 

1. Imbalan yang terkait tentang pekerjaan ataupun jasa yang diterima oleh 

Wajib Pajak berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang 

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 

undang-undang ini. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan atau kegiatan 
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3. Laba usaha 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota, yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.  

c. Keuantungan karena penggabungan, peleburan, pemecahan, 

pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk 

apapun. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan 

kepada keluarga, sedarah, dalam garis keturunan lurus satu derajat atau 

badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalan usaha mikro, yang 

keuntungannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan 

diantara pihak-pihak yang bersangkutan 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan dalam perusahan 

pertambangan. 

5. Penerimaan kembali uang pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 
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7. Imbalan bunga sebgaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan 

2.2.5 Tax Amnesty 

Pengampunan pajak (Tax Amnesty) adalah “penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana perpajakan yang dilakukan dengan cara mengungkap harta dan 

membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang 

mengatur tentang pengampunan pajak” (UU No 11 tahun 2016 pasal 1 ayat (1)) 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan,Tax Amnesty 

merupakan “program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah 

kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana 

dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan 

sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT yang dilakukan dengan cara 

melunasi semua tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan” 

Terdapat beberapa klasifikasi Tax Amnesty menurut (Sawyer, 2016) 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Filling Amnesty merupakan pengampunan pajak dengan cara 

menghapuskan sanksi pajak bagi Wajib Pajak apabila belum sama sekali 

mengisi SPT. Pengampunan ini diberikan ketika Wajib Pajak mau mulai 

untuk mengisi SPT 
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2. Record-keeping amnesty merupakan pengampunan pajak yang dilakukan 

dengan cara memberikan bagi Wajib Pajak untuk dapat menyimpan 

dokumen perpajakan di tahun sebelum-sebelumnya 

3. Revision amnesty merupakan pengampunan pajak yang dilakukan dengan 

cara memberikan bagi Wajib Pajak yang untuk memperbaiki SPT 

sebelumnya yang tidak atau belum bayar 

4. Investigation amnesty merupakan pengampunan pajak yang dilakukan 

dengan cara menjanjikan untuk tidak menyelidiki sumber atau jumlah 

penghasilan dimasa lalu yang sebenarnya 

5. Prosecution amnesty merupakan pengampunan pajak yang dilakukan 

dengan cara penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar 

Undang-Undang dan membayar sanksi dengan kompensasi 

2.2.6 Asas dan Tujuan Tax Amnesty 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 pasal 2 ayat (1) dan (2): 

1. Pengampunan pajak (Tax Amnesty) dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Kepastian hukum merupakan asas yang harus mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui kepastian hukum 

b. Keadilan merupakan asas yang menjunjung tinggi keseimbangan antara 

hak dan kewajiban 

c. Kemanfaatan merupakan semua aturan kebijakan yang mengatur 

tentang Tax Amnesty bermanfaat bagi negara,bangsa, dan masyarakat. 

d. Kepentingan Nasional merupakan asas yang mengutamakan 

kepentingan bangsa,Negara, dan masyarakat  
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2. Pengampunan pajak (Tax Amnesty) bertujuan: 

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta  

b. Mendorong reformasi perpajakan menjadi sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan dan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid 

c. Meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan 

2.2.7 Fasilitas Tax Amnesty Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty akan 

mendapatkan fasilitas terkait pengampunan pajak berdasarkan Pasal 23 PMK-

118/PMK.03/2016: 

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di 

bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian 

tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir 

yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.  

2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, 

untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak dan 

tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan masa 

pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun 

pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN 

atau PPnBM 

a. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) PMK-141/PMK.03/2016, sanksi 

administrasi yang dihapus berupa bunga, denda, dan kenaikan 
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sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai KUP. 

b. Penghapusan atas sanksi administrasi diberikan setelah wajib pajak 

memperoleh surat keterangan (Pasal 31 ayat (3) PMK-

141/PMK.03/2016) 

c. Penghapusan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang wilayah 

kerjanya meliputi KPP yang mengadministrasikan penghapusan sanksi 

administrasi (Pasal 31 ayat (4) PMK-141/PMK.03/2016) 

d. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SK Penghapusan sanksi 

administrasi secara jabatan dalam pengampunan pajak (Pasal 31 ayat 

(5) PMK-141/PMK.03/2016) 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan 

dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan 

akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan 

PPh dan PPN atau PPnBM 

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak 

sedang dilakukan pemeriksaan pajak , pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, 

sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban 

perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM 
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5. Bagi wajib pajak yang mengungkap harta berupa tanah dan/atau bangunan 

yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak itu sendiri dibebaskan 

dari pengenaan Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam jangka waktu 

paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. 

6. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta berupa saham yang belum 

dibalinamakan atas nama wajib pajak itu sendiri dibebaskan dari 

pengenaan PPh dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka 

waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 

2.2.8 Subjek dan Objek Tax Amnesty 

Subjek pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah 

setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Penghasilan, kecuali wajib pajak yang sedang: 

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap 

oleh kejaksaan 

2. Dalam proses peradilan 

3. Menjalani hukuman pidana 

Berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 pasal 2 ayat (2), bagi wajib 

pajak yang memiliki NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu 

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. 

Sedangkan wajib pajakyang boleh untuk tidak menggunakan haknya 

untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 

18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, adalah: 
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1. Orang pribadi, seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia 

atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya 

pada tahun pajak terakhir dibawah PTKP dan tidak menggunakan haknya 

untuk mengikuti pengampunan pajak (Pasal 1 ayat (2) PER-11/PJ/2016) 

2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai 

penghasilan dari Indonesia yang merupakan subjek pajak luar negeri dan 

tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak 

(Pasal 1 ayat (3) PER-11/PJ/2016) 

Objek Tax Amnesty berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 165/PMK.03/2017 pasal 3:  

1. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan 

harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Nilai harta yang 

diungkapkan dalam surat pernyataan menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 

Pasal 6 meliputi: 

a. nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir  

b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan 

dalam SPT PPh terakhir sebagaimana dalam pasal 6 UU Nomor 11 

Pasal 2 ayat (1) PER-11/PJ/2016 seperti: 

a) Harta warisan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam 

SPT Tahunan PPh, dan/atau menjadi bukan objek pengampunan 

pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki 

penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah PTKP; atau harta 
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warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris. Dalam 

hal ahli waris tidak menggunakan hak nya untuk menyampaikan 

harta warisan. 

b) Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya 

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Berdasarkan pasal 2 ayat (3) 

PER-11/PJ/2016, yang menjadi bukan objek pengampunan pajak 

apabila diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak 

memiliki penghasilan di bawah PTKP atau harta hibahan sudah 

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pemberi hibah. 

2. Jenis pajak yang mendapat pengampunan pajak berdasarkan pasal 3 dan 

penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2016 menjelaskan bahwa 

pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban 

perpajakansampai akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum 

sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang terdiri dari: 

a. Pajak penghasilan, dan 

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  

2.2.9 Persyaratan Surat Pernyataan Tax Amnesty 

Wajib Pajak yang memperoleh program pengampunan pajak (Tax 

Amnesty) dengan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat 

pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan melalui KPP tempat wajib 

pajak terdaftar (PMK No 165,2017). Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 menjelaskan bahwa surat 
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pernyataan paling sedikit mencakup informasi mengenai Identitas Wajib 

Pajak, Harta, Utang, Nilai Harta Bersih, dan perhitungan uang tebusan. Di 

pasal 13 menjelaskan syarat-syarat Wajib Pajak dalam menyampaikan surat 

pernyataan: 

1. Memiliki NPWP 

2. Membayar uang tebusan 

3. Melunasi seluruh tunggakan pajak 

a. Tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak merupakan 

tunggakan pajak berdasarkan  STP, SKP, surat keputusan, atau putusan 

yang diterbitkan berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 16 ayat 

(1) sebelum WP menyampaikan Surat Pernyataan. 

b. Berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 16 ayat (2) mengenai 

tunggakan pajak yang harus dilunasi, berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Tunggakan pajak erdasarkan biaya penagihan pajak yang timbul 

sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada wajib 

pajak 

b) Dalam hal tunggakan pajak yang telah dibayar sebagian sebelum 

tanggal 1 Juli 2016, perhitungan besarnya tunggakan pajak dihitung 

secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi 

administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem 

administrasi Direktorat Jendral Pajak yang dihitung sebesar 48% 

dari jumlah yang masih harus dibayar dalam STP atau SKP 
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4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya 

dikembalikan bagi Wajib Pajak yan dilakukan pemeriksaan bukti 

permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. 

a. Wajib pajak sebelum menyampaikan surat pernyataan, harus meminta 

informasi secara tertulis tkepada Direktorat Jendral Pajak melalui 

kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan 

tindak pidana di bidang perpajakan dengan menggunakan Surat 

Permintaan Informasi Tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau 

kirang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan . 

b. Dalam hal penghitungan dilakukan tanpa meminta pendapat ahli, 

informasi tertulis diberikan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan 

bukti permulaan atau penyeidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

paling lama 7 hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima. 

(Pasal 17 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016) 

c. Dalam hal penghitungan dilakukan dengan meminta pendapat ahli, 

informasi tertulis diberikan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan 

bukti permulaan atau penyeidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permintaan informasi 

diterima. (Pasal 17 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016) 

d. Dalam hal WP telah membayar sebelum mendapatkan informasi 

tertulis berdasarkan UU KUP: (Pasal 17 ayat (7) PMK-

118/PMK.03/2016) maka: 



31 
 

 
 

a) Apabila yang dibayar kurang dari jumlah penghitungan sesuai 

informasi tertulis dari Direktorat Jendral Pajak, Wajib Pajak harus 

membayar kekurangan jumlah pembayaran pajak tersebut. 

b) Apabila yang dibayar melebihi dari jumlah penghitungan sesuai 

informasi Direktorat Jendral Pajak, atas kelebihan pembayaran 

yang dimaksud tidak dikembalikan.  

5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki 

kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan 

a. Dalam hal wajib pajak telah memiliki NPWP sebelum tahun 2016 dan 

belum melaporkan SPT PPh terakhir setelah berlakunya UU 

Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) 

PMK-118/PMK.03/2016 bahwa: 

a) Wajib pajak wajib melaporkan SPT PPh terakhir yang 

mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh 

sebelum SPT PPh terakhir yang disampaikan sebelum UU 

Pengampunan Pajak berlaku ditambah harta yang bersumber dari 

pada tahun pajak terakhir 

b) Harta yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, 

harus diungkapkan sebagai harta tambahan dalam surat pernyataan. 

b. Bagi wajib pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015, wajib 

pajak tidak harus melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir dalam surat 

Pernyataan. (Pasal 18 ayat (2) PMK-118/PMK.03/2016) 
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6. Mencabut permohonan dan/atau pengajuan: 

a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat 

ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak 

c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 

d. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak bnar 

e. Keberatan 

f. Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau 

surat keputusan 

g. Banding 

h. Gugatan 

i. Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan 

permohonan dan/atau pengajuan yang belum diterbitkan surat 

keputusan  

7. Bagi wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke dalam 

wilayah NKRI, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK-118/PMK.03/PMK 

dilakukan dengan cara: 

a. Mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI melalui Bank 

Persepsi dan menginvestasikan harta tambahan paling singkat 3 tahun 

dengan ketentuan: 

a) Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang menyampikan 

surat pernyataan pada periode setelah Undang-Undang 

Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 
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b) Sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan surat pernyataan 

pada periode sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 

Maret 2017 

b. Melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan 

harta tambahan dengan jangka waktu 3 tahun dihitung sejak wajib 

pajak menyampaikan harta tambahannya di cabang persepsi yang 

berada di luar negeri.  

8. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau 

ditempatkan di dalam wilayah NKRI, terdapat persyaratan yang harus 

dipenuhi berdasarkan PAsal 13 ayat (5) PMK-118/PMK.03/2016: 

a. Tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat 

selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan. 

a) Dalam hal wajib pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan ini, 

Direktorat Jendral Pajak melalui kepala KPP tempat WP terdaftar 

dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan paling cepat 

1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan. 

(Pasal 39 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016) 

b) Wajib pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan 

dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak 

tanggal surat peringatan dikirim. (Pasal 40 ayat (1) PMK-

118/PMK.03/2016) 

c) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan atau 

menyampaikan tanggapan namun diketahui bahwa wajib pajak 
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tidak memenuhi ketentuan, maka harta bersih tambahan yang 

tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai 

penghasilan pada tahun pajak pajak 2016 dan atas penghasilan 

yang dimaksud dikenai PPh dengan tarif sesuai dengan ketentuan 

UU KUP serta uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak 

diperhitungkan sebagai pengurang pajak. 

d) Terhadap wajib pajak ini, Direktorat Jendral Pajak menetapkan 

PPh ditambah sanksi administrasi beupa bunga sebesar 2% per 

bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 

sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. (Pasal 40 ayat 

(4) PMK-118/PMK.03/2016) 

b. Harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta 

tambahan yang telah berada di dalam wilayah NKRI ke luar wilayah 

NKRI. 

2.2.10 Cara Menyampaikan Surat Pernyataan 

Penyampaian surat pernyataan memiliki beberapa ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PMK-118/PMK.03/2016 diantaranya: 

1. Disampaikan dengan menggunakan format lampiran surat pernyataan 

yang telah sesuai dengan PMK-118/PMK.03/2016 

2. Surat pernyataan ditandatangani oleh: 

a. Wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan 
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b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen 

lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau penerima 

kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan 

3. Disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau penerima kuasa 

wajib pajak (dengan datang langsung) ke: 

a. KPP tempat wajib pajak terdaftar 

b. Tempat tertentu, meliputi Konsulat Jendral Republik Indonesia 

(KJRI) di Hongkong, KBRI di Singapura, KBRI di London, dan 

tempat tertentu yang ditetapkan oleh menteri, dalam hal diperlakukan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. 

4. Dilampiri surat kuasa (surat kuasa ini adalah sesuai ketentuan 

sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 

14 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016, dalam hal: 

a. Surat pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa dalam hal 

pemimpin tertinggi WP badan berhalangan 

b. Wajib pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung surat 

pernyataan 

5. Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-Undang Pengampunan 

Pajak berlaku (berlaku sejak 1 Juli 2016) sampai dengan tanggal 31 

Maret 2017. 

2.2.11 Prosedur Penyampaian Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak 

Terdapat dua kondisi dalam penyampaian surat pernyataan oleh 

wajib pajak diantaranya: 
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1. Kondisi Normal 

a. Wajib pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan 

kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat 

pernyataan ke KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar dan tempat tertentu. 

b. Pegawai pada KPP tempat wajib pajak terdaftar atau pegawai DJP 

yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak ditempat tertentu, 

memastikan mengenai ketentuan berdasarkan Pasal 14 ayat (6) PMK-

118/PMK.03/2016 tentang: 

a) Kelengkapan pengisian surat pernyataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) 

b) Kelengkapan lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 

c) Kesesuaian pengisian surat pernyataan dengan lampiran surat 

pernyataan 

d) Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi 

kepemilikan harta yang dilaporkan 

e) Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen 

pendukung 

f) Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak dengan daftar 

rincian tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jendral 

Pajak 

g) Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan, dan 
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h) Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi wajib pajak 

yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi 

tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana penyidikan. 

c. Wajib pajak membayar uang tebusan dan menyampaikan surat 

pernyataan beserta lampirannya 

d. Wajib pajak diberikan tanda terima surat pernyataan 

2. Kondisi tidak normal berdasarkan Pasal 14A PMK-141/PMK.03/2016: 

a. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat 

dilaksanakannya prosedur penerimaan surat pernyataan, Direktur 

Jendral Pajak melaksanakan prosedur tertentu penerimaan Surat 

Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. 

b. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat 

dilaksanakannya prosedur penerimaan surat pernyataan, Direktur 

Jendral Pajak melaksanakan prosedur tertentu penerimaan surat 

pernyataan yang dilaksanakan dengan penerbitan tanda terima 

sementara Surat Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral 

pajak. Serta wajib pajak yang menerima tanda terima sementara surat 

pernyataan, berhak atas tarif uang tebusan yang berlaku pada saat 

tanggal tanda terima sementara surat pernyataan dimaksud 

diterbitkan. 
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2.2.12 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan 

Wajib pajak yang mendapat pengampunan pajak harus membayar 

uang tebusan.Uang tebusan merupakan sejumlah uang yang berasal dari wajib 

pajak yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan 

pajak. Hal yang mempengaruhi besar kecilnya uang tebusan yakni tarif uang 

tebusan yang dikenakan oleh wajib pajak. 

Berdasarkan ketentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak, tarif uang tebusan digolongkan sebagai berikut: 

1. Tarif harta yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia : 

a. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama 

sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang 

Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 

September 2016) 

b. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat 

terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 

oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) 

c. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 

tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017  

2. Tarif harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia: 
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a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama 

sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang 

Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 

September 2016) 

b. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat 

terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 

oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) 

c. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 

tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 

3. Tarif bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 

4.800.000.000 dengan kriteria peredaran usaha yang hanya berasal dari 

penghasilan usaha sendiri dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan 

yang bekerja: 

a. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya sampai 

dengan Rp 10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan 

b. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 

10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan 

Adapun cara menghitung uang tebusan menurut Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diantaranya: 

1. Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif berdasarkan 

masing-masing prosentase penggolongan tarif yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Pengampunan Pajak 
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2. Dasar pengenaan uang tebusan bagi harta yang berada didalam atau diluar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dihitung berdasarkan nilai 

harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh 

terakhir 

3. Nilai harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia merupakan selisih antara nilai harta dikurangi utang 

4. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam 

SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai 

nominal untuk harta berupa kas dan nilai wajar untuk harta selain kas pada 

akhir tahun pajak terakhir (Pasal 6 ayat (3) PMK-118/PMK.03/2016) serta 

waib pajak diwajibkan menyampaikan SPT PPh dengan mata uang selain 

rupiah, maka nilai harta ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan 

kurs pajak pada akhir tahun pajak terakhir sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) 

PMK-118/PMK.03/2016 

2.3 Pengukuran Efektivitas 

Menurut Ravianto (2014), efektivitas merupakan hasil dari proses yang 

dihasilkan dalam hal seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan sehingga 

menghaslkan output yang sesuai dengan yang diharapkan meliputi perencanaan 

baik dalam waktu, biaya maupun mutu yang nantinya bisa dikatakan efektif. Dalam 

menilai efektivitas suatu perusahaan, terdapat tahapan-tahapan pengukuran kinerja 

perusahaan menurut (Moeheriono, 2014): 
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1. Mendesain, seperti penentuan model aktivitas yang dipilih termasuk kerangka 

kinerjanya sampai dengan penentuan indikator kinerja utama. Namun, 

indikator harus dalam bentuk metrik yang bisa diukur dan dapat menjelaskan 

kejelasan tujuan strategis dari organisasi. 

2. Mengukur indikator-indikator yang telah ditentukan dalam tahap pertama 

kemudian diterapkan dalam pengukuran kinerja perusahaan menggunakan 

data-data aktual perusahaan. Efektvitas program Tax Amnesty merupakan 

kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak. indikator 

efektivitas adalah rasio antara hasil realisasi penerimaan Tax Amnesty dengan 

target penerimaan Tax Amnesty atau dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

Efektivitas =  
Realisasi Penerimaan Tax Amnesty

Target Penerimaan Tax Amnesty
 × 100% 

Sumber: Halim (2009) 

Untuk mengukur nilai atau skor efektivitas digunakan kriteria 

berdasarkan Depdagri Kepmendari No 690.900.327 Tahun 2009 tentang 

pedoman penilaian kinerja keuangan bahwa terdapat beberapa kriteria atau 

indikator efektivitas diantaranya: 

Presentase Kriteria 

> 100 % Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 

3. Melakukan tahap evaluasi terhadap hasil pengukuran yang telah dilakukan. 
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Setelah terlaksanya tahapan pengukuran kinerja, langkah selanjutnya 

dilakukan dengan cara pelaksanaan proses penilaian kinerja yang terdiri dari tujuh 

tahapan diantaranya berdasarkan (Mulyadi, 2007): 

1. Pengumpulan data pencapaian target setiap sasaran strategic 

2. Pengumpulan data hasil penilaian kinerja 

3. Penentuan bobot untuk setiap aspek dan komponen kinerja 

4. Penentuan nilai untuk setiap pencapaian kinerja 

5. Penjumlahan angka nilai setiap aspek kinerja 

6. Penghitungan skor tertimbang 

7. Penetapan Performance Grade berdasarkan hasil penghitungan skor 

tertimbang. Performance grade merupakan standar nilai yang digunakan dalam 

proses penilaian kinerja.  

Sedangkan menurut (Siagian, 2009), terdapat kriteria tentang pencapaian 

tujuan efektif atau tidak, antara lain: 

1. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas 

organisasi dapai sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 

3. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organsasi dimasa 

yang akan datang 

4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 

2.3.1 Efektivitas Kebijakan 

Efektivitas kebijakan merupakan aktivitas fungsional yang sama halnya 

dengan kebijakan itu sendiri. Efektivitas kebijakan berusaha untuk menilai 
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kepastian tujuan atau target dengan program yang sedang dilakukan. Dasar 

asumsi efektivitas kebijakan yang digunakan tercapainya tujuan terhadap 

program yang sedang atau akan dilaksanakan. Analisis efektivitas kebijakan yang 

dilakukan yaitu menggunakan metode penilaian kinerja berdasarkan sasaran yang 

dicapai. Beberapa komponen yang dapat dilihat dari penilaian kinerja menurut 

(Winarno,2012): 

a. Identifikasi tujuan 

b. Resiko-resiko yang dihadapi 

c. Standarisasi program 

Selain itu, terdapat kriteria dalam pencapaian efektif tidaknya terhadap 

tujuan tercapainya program yang telah dilaksanakan, diantaranya: 

a. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas 

organisasi dapai sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 

c. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organsasi dimasa 

yang akan datang 

d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 

2.4 Perspektif Islam 

Pengertian pajak dalam perspektif islam dikenal dengan nama ُُالْعُشْر (Al-

Usyr) atau لْمَكْسُُا  (Al-Maks), atau bisa juga disebut َُُرِيْبة  yang ,(Adh-Dharibah) لضَّ

artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. 

Sedangkan menurut Gazi Inayah, pajak merupakan kewajiban membayar tunai 
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yang ditentukan oleh pemerintah , bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu 

(Gusfahmi,2007). 

Kekuasaan tertinggi perpajakan di Indonesia adalah pemerintah. Karena 

pada dasarnya pemerintah berhubungan dengan wajib pajak.Selain itu, pemerintah 

berwenang membuat ketentuan wajib pajak maupun mencabut suatu macam pajak 

apabila hal tersebut dikehendaki. Firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 59: 

تُمأ  ۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَأ رِ مِنكُمأ مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرذسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّذ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ فِِ  يََٰٓ

سَ  حأ
َ
ٞ وَأ َٰلكَِ خَيۡأ ِۚ ذَ َوأمِ ٱلۡأٓخِرِ ِ وَٱلۡأ مِنُونَ بٱِللَّذ ِ وَٱلرذسُولِ إنِ كُنتُمأ تؤُأ ءٖ فرَُدُّوهُ إلََِ ٱللَّذ  نُ شََأ

ويِلًا  
أ
 تأَ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.(Q.S An-Nisa ayat 09). 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang 

berlandaskan pancasila dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 

mengerti bahwa Indonesia meletakkan tuhan diatas segala-galanya berdasarkan 

UUD 1945. Melihat program Tax Amnesty yang dapat membantu perekonomian 

Indonesia saat ini melalui dana APBN dengan adanya penerimaan pajak yang 

mengalir kedalam kas Negara seperti dalam hal dapat membantu membiayai 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa Indonesia 

yang sejahtera (adil dan makmur) dibawah keridhaan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan ukhrawi. 
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Dengan demikian, tujuan dari pembangunan nasional adalah kesejahteraan 

dan kebahagiaan hidup bagi dunia maupun di akhirat yang dapat dilihat dari sudut 

pandang islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi : 

يَا حَسَنَةٗ وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ ٱلنذارِ   نأ ن يَقُولُ رَبذنَآ ءَاتنَِا فِِ ٱلدُّ  وَمِنأهُم مذ
 

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah 

kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa 

neraka” (Al-Baqarah:201) 

 

Selain itu, salah satu asas tentang adanya penerapan Pengampunan Pajak 

(Tax Amnesty) yaitu “asas keadilan”.Keadilan merupakan tujuan utama 

diturunkannya hukum Allah dimuka bumi. Menurut Sayyid Quthub, keadilan dapat 

tercapai apabila hukum yang berlaku di masyarakat dapat ditaati oleh warga Negara 

dan ditetapkan berdasarkan musyawarah. Pentingnya dari adanya penerapan 

tentang keadilan akan mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam hukum 

islam. Maka dari itu, keadilan dalam islam memposisikan sebagai suatu saran untuk 

menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah Q.S Al-

Maidah ayat 8: 

طِ   ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلأقِسأ َٰمِيَن لِلَّذ ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ َٰٓ وَلََ يََأرمَِنذكُمأ شَنَ  يََٰٓ مٍ عََلَ ٔ ٔاَنُ قَوأ

مَلُونَ   ُۢ بمَِا تَعأ َ خَبيُِۡ ْۚ إنِذ ٱللَّذ َ ۖۡ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ وَىَٰ قأرَبُ للِتذقأ
َ
دِلوُاْ هُوَ أ ْْۚ ٱعأ دِلوُا لَذ تَعأ

َ
 أ

 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya." (QS Al-Maidah:8) 

 

2.5 Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan pada landasan teori dengan mengacu penelitian terdahulu 

diatas serta permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kerangka berpikir yang berisi keseluruhan tujuan dan maksud dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

UU Nomor 11 Tahun 

2016 

KPP Pratama Pasuruan : 

1. Jumlah WP yang terdaftar di 

KPP Pratama Pasuruan 

2. Jumlah WP yang mengikuti 

program Tax Amnesty di 

KPP Pratama Pasuruan 

3. Realisasi penerimaan Tax 

Amesty selama 3 periode 

4. Prosedur Pelaksanaan Tax 

Amnesty 

Analisis Efektivitas 

Hasil 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian 

nantinya ini yaitu tercapainya peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib 

pajak pada KPP Pratama Pasuruan yang dideskripsikan dan dipadukan dengan 

konsep teori yang ada. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu sedangkan metode penelitian kualitatif  

adalah “penelitian dengan melihat kondisi objek yang bersifat alamiah, 

menggunakan analisis data induktif yang menekankan makna dibanding dengan 

generalisasi dalam hasil penelitian” (Sugiyono,2018) 

3.2 Objek Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 

yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kota 

Pasuruan, Jawa Timur 67115.KPP Pratama Pasuruan ini berada dibawah 

naungan Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah III yang wilayah kerjanya 

mencakup Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. 

Penelitian ini dilakukan karena peneliti menilai bahwa lokasi KPP 

Pratama Pasuruan mengindikasikan besarnya penerimaan pajak yang masuk 

sertalingkup lokasi penelitian pada saat program pelaksanaan pengampunan 

pajak didominasi oleh besarnya industri pengolahan yang terdapat di Pasuruan. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diberikan secara langsung 

dilokasi penelitian kepada peneliti (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini 

data primer yang digunakan yaitu data hasil penerapan program Tax Amnesty, 

dan hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasuruan yang menangani 

secara langsung pelaksanaan program Tax Amnesty.  Data primer dalam 

penelitian ini diantaranya data wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty, data 

jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP serta data laporan pelaksanaan 

program Tax Anmesty pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan 

sumber data dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Bapak 

Ade Yusuf sebagai Account Representative seksi pengawas dan konsultasi 4 

sekaligus sebagai tim peneliti pelaksanaan program Tax Amnesty dan Bapak 

Suparmanto selaku tim peneliti Tax Amnesty dan juga merupakan Account 

Representative seksi Pengawas dan Konsultasi 2, serta beberapa wajib pajak 

yang telah mengikuti Tax Amnesty. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dipulikasikan dalam arsip 

baik berupa catatan, bukti, ataupun laporan (Sugiyono, 2017). Data sekunder 

dalam penelitian ini mencakup data laporan wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Pasuruan serta data laporan realisasi wajib pajak yang mengikuti 
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program Tax Amnesty di KPP Pratama Pasuruan. Selain itu, juga terdapat data 

pendukung terkait dengan penelitian yaitu jurnal, media massa, dan lainnya.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Sugiyono,2016) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah paling strategis dalam penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan 

data ini, data yang akan dihasilkan akan menjadi menjadi lebih akurat dan sesuai 

dengan kondisi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan 

langsung pada objek penelitian yang dituju agar memperoleh data yang 

dibutuhkan, teknik wawancana dilakukan peneliti kepada pihak yang dirasa 

mengetahui informasi yang dibutuhkan dimana pihak yang bersangkutan 

diantaranya wawancara kepada Bapak Suparmanto sebagai Seksi waskon 2 

(PenelitiTax Amnesty) dan Bapak Ade Yusuf sebagai seksi Pengawas dan 

Konsultasi 4 serta beberapa wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan memperoleh informasi berupa efektivitas 

dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Pasuruan pada saat program Tax Amnesty berlangsung selama tiga periode. 

Dokumentasi dalam penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dengan 

akurat yang nantinya hasil dari dokumen di peroleh laporan jumlah wajib pajak 

yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan, proses pelaksanaan Tax Amnesty, serta 

jumlah wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty. 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis dengan 

menggunakan kata yang berbentuk data, gambar, atau skema (Sugiyono,2016). 

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis tujuan program 

pengampunan pajak (Tax Amnesty) tentang peningkatan penerimaan pajak dan 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Proses dalam analisis data pada teknik kualitatif 

bertujuan agar dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan efektivitas tujuan 

program Tax Amnesty yang diharapkan. Tahapan dalam analisis yang digunakan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi besarnya penerimaan Tax Amnesty selama tiga periode  

2. Melakukan analisis efektivitas dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaanTax Amnesty dengan target penerimaan Tax Amnesty 

3. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah mengikuti 

program Tax Amnesty dengan melakukan analisis efektivitas dengan 

menggunakan metode identifikasi standarisasi program dan penilaian kinerja 

menggunakan indikator pencapaian tujuan efektif menurut (Winarno,2012) 

diantaranya: 

a. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas 

organisasi dapai sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya 

tujuan 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 
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c. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organsasi 

dimasa yang akan datang 

d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil KPP Pratama Pasuruan 

KPP Pratama merupkan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di 

bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderak Pajak Jawa Timur III yang 

beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29, 67115, Nomor Telepon 

(0343) 424125, Fax (0343) 426930.Wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan 

terdiri dari Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki 

luas wilayah 36,58 Km2 yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 36 Kelurahan. 

Sedangkan Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 km2 yang 

terdiri dari 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan. 

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan 

Dalam setiap lembaga, instansi maupun perusahaan terdapat visi dan 

misi yang bertujuan menunjang keberhasilan suatu instansi ataupun perusahaan 

tersebut. Berikut Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan: 

Visi KPP Pratama Pasuruan: 

“Menjadi Institusi yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan prima, 

bekerja secara professional dan bebas dari segala praktek produksi” 

Misi KPP Pratama Pasuruan: 

“Tercapainya target penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi” 
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4.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Pasuruan 

KPP Pratama Pasuruan memiliki tugas diantaranya memberikan 

layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melaksanakan 

penyuluhan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke dalam naungan 

wilayahnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

menjalankan tugasnya, KPP Pratama Pasuruan menyelenggarakan fungsi 

diantaranya: 

1. Pengawasan, penelitian, dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, 

Surat Pemberitahuan Masa serta berkas wajib pajak 

2. Pengawasan, penelitian, dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh, 

PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB 

3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan 

4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi wajib pajak 

5. Pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek PBB 

6. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak, dan penagihan 

7. Penatausahaan penyelesaian banding, keberatan, restitusi PPh, PPN, 

PPnBM, PBB dan BPHTB 

8. Penatausahaan penyelesaian pengurangan angsuran dan pengurangan PBB 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah 

dikemukakan diatas, KPP Pratama Pasuruan memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya: 
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1. Meningkatkan pelayanan pajak terhadap wajib pajak dengan menyediakan 

fasilitas dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta 

hak  perpajakannya 

2. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan 

3. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak secara individual 

4. Memudahkan pelaksanaan tugas maupun pengawasan  

5. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak 

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan 

 

Sumber: Company Profile KPP Pratama Pasuruan 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa KPP Pratama 

Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor 

yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum yang membawahi Sembilan seksi 

diantaranya Kepala Seksi Pelayanan terdiri dari 16 orang pelaksana, Kepala 
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Seksi Pemeriksaan terdiri dari 3 orang pelaksana, Kepala Seksi PDI terdiri dari 

4 orang pelaksana, Kepala Seksi Ekstensifikasi terdiri dari 9 orang pelaksana, 

Kepala Seksi Penagihan terdiri dari 4 orang pelaksana, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi I terdiri dari 9 orang pelaksana, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi II terdiri dari 9 orang pelaksana, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi III terdiri dari 9 orang pelaksana, serta Kepala 

Seksi dan Pengawasan Konsultasi IV terdiri dari 10 orang pelaksana. 

Pelaksanaan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) terdiri dari 

bebrapa bagian tim yang terlibat diantaranya supervisor, tim peneliti, dan 

subtim peneliti. Posisi supervisor ditangani langsung oleh kepala bagian, 

sedangkan tim peneliti maupun subtim peneliti diambil dari bagian teknis yaitu 

AR (Account Representative) dan fungsional yang berada dibawah naungan 

seksi pengawas dan konsultasi. 

4.1.5 Efektivitas PenerimaanTax Amnesty 

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan. Peneliti menganalisis program Pengampunan Pajak(Tax 

Amnesty) dengan membandingkan antara realisasi penerimaan uang tebusanTax 

Amnesty dengan target penerimaan uang tebusanTax Amnesty yang ada di KPP 

Pratama Pasuruan. Berikut data penerimaan pajak pada saat program Tax Amnesty 

di KPP Pratama Pasuruan. 
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Tabel 4.1 

Realisasi Penerimaan Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan 

Periode Keterangan Penerimaan  Target 

Penerimaan 

Persentase 

(%) 

I Jul – Sept 2016 Rp 

60.839.261.601 

Rp 

70.000.000.000 

86,91 % 

II Okt – Des 2016 Rp 

10.758.450.663 

Rp 

15.000.000.000 

71,72 % 

III Jan – Mar 2017 Rp 

11.784.459.051 

Rp 

15.000.000.000 

78,56 % 

Total 
Rp 

83.382.171.315 

Rp 

100.000.000.000 
83,38 % 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019) 

 

Tabel 4.2 

Indikator Pengukuran Efektivitas  

Presentase Kriteria 

> 100 % Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 
Sumber:Kemendagri No.690.900.327 

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa dengan adanya 

program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam meningkatkan penerimaan 

pajak di KPP Pratama Pasuruan dikatakan cukup efektif yang dilihat berdasarkan 

prosentase indikator pengukuran efektivitas dengan memperoleh prosentase 

senilai 83,38%. Hal tersebut diukur dengan membandingkan antara total 

keseluruhan realisasi penerimaan Tax Amnesty dengan target penerimaan Tax 

Amnesty mulai dari periode pertama sampai dengan periode ketiga. Pada periode 

pertama, realisasi penerimaan Tax Amnestyyang tercatat sebesar Rp 

60.839.261.601, dengan hasil yang cukup efektif sebesar 86,91% dari target 

penerimaan yang ditentukan. Pada periode kedua, realisasi penerimaan Tax 
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Amnesty mencapai Rp 10.758.450.663, yang sudah terbilang cukup efektif 

sebesar 71,72% dari target penerimaan Tax Amnesty. Dan terakhir pada periode 

ketiga, realisasi penerimaan Tax Amnesty sebesar Rp 11.784.459.051 yang 

dikatakan cukup efektif dengan tingkat persentase 78,56% dari target penerimaan 

Tax Amnesty. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak pegawai pajak yang 

dirasa mengetahui informasi yang dibutuhkan tentang program pengampunan 

pajak (Tax Amnesty) untuk mendukung data penerimaan Tax Amnesty. Berikut 

hasil wawancara oleh peneliti kepada pegawai pajak KPP Pratama Pasuruan yang 

terlibat sebagai tim peneliti Tax Amnesty: 

“Faktor apa yang menyebabkan tingkat penerimaan Tax Amnesty 

mengalami fluktuatif di periode pertama sampai dengan periode ketiga?” 

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ade Yusuf selaku tim peneliti Tax 

Amnesty dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi IV: 

“Memang, tingkat penerimaan Tax Amnesty lebih banyak di periode 

pertama.Faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya perbedaan tarif 

uang tebusan di setiap periode berdasarkan undang-undang yang 

mengatur tentang Tax Amnesty. Persentase tarif uang tebusan kategori 

harta di dalam negeri/ harta yang dialihkan ke dalam negeri 

diantaranya 2% untuk periode pertama, 3% untuk periode kedua, dan 

5% untuk periode ketiga.” 

 

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto selaku tim peneliti Tax 

Amnesty dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi II: 

“Dari data KPP Pratama Pasuruan, penerimaan Tax Amnesty terjadi di 

periode pertama dan ketiga, sedangkan di periode kedua menurun.Ini 

disebabkan karena tarif persentase uang tebusan di setiap periode yang 

berbeda. Di periode pertama penerimaan Tax Amnesty lebih tinggi 

karena disamping itu wajib pajak dibilang antusias dalam adanya 

program Tax Amnesty. Sama halnya di periode ketiga, dari pihak KPP 
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Pratama merasa bahwa terjadi peningkatan dibanding periode kedua 

yang disebakan karena periode ketiga tersebut merupakan periode 

terakhir dan bisa dibilang kesempatan terakhir yang belum tentu ada 

lagi untuk tahun berikutnya” 

 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada wajib pajak yang telah 

mengikuti Tax Amnesty untuk membuktikan kebenaran atas pernyataan yang 

disampaikan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan. Berikut hasil wawancara kepada 

beberapa wajib pajak yang dilakukan oleh peneliti. 

“Pada periode keberapa bapak/ibu mengikuti Tax Amnesty?” 

Hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak (Juli,2019): 

“Saya mengikuti Tax Amnestysaat periode pertama” 

 

“Saya ikut Tax Amnesty di periode terakhir (ketiga), karena memang 

saya baru tau tentang adanya program Tax Amnesty ini. Dan begitu tau 

tanpa pikir ulang saya langsung daftar karena ini kesempatan yang 

belum tentu datang dua kali.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak 

KPP Pratama Pasuruan maupun beberapa wajib pajak yang mengikuti Tax 

Amnesty menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan program Tax Amnesty 

terjadi pada periode pertama dan ketiga. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

perbedaan tarif uang tebusan di setiap periode yang berbeda, namun juga 

dikarenakan faktor antusias wajib pajak tentang program Tax Amnesty. 

Salah satu tujuan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) 

berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu meningkatkan 

penerimaan pajak.Penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya program 

pengampunan pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan penerimaan pajak pada 

KPP Pratama Pasuruan. Berikut data realisasi penerimaan pajak sebelum dan 
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sesudah diadakannya program Tax Amnesty yang ada pada KPP Pratama 

Pasuruan. 

Tabel 4.3 

Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016 dan 2017 

Sebelum Program Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan 

Tahun Target Realisasi (%) 

2016 Rp 1,383,112,159,000 Rp 1,165,056,126,845 84,23% 

2017 Rp 1,345,316,915,000 Rp 1,365,534,052,107 101,50% 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2017) 

 

Tabel 4.4 

Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016 dan 2017 

Sesudah Program Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan 

Tahun 2016 2017 

Target Rp 1,383,112,159,000 Rp 1,345,316,915,000 

Penerimaan 

Pajak sebelum 

TA 

Rp 1,165,056,126,845 Rp 1,365,534,052,107 

Penerimaan 

Pajak sesudah 

TA 

Rp 71,597,712,264 Rp 11,784,459,051 

Total 

Penerimaan 

Pajak 

 

Rp 1,236,653,839,109 Rp 1,377,318,511,158 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019) 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak KPP Pratama 

Pasuruan terkait respon meningkatnya penerimaaan pajak setelah adanya program 

Tax Amnesty. Berikut hasil wawancara peneliti: 
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“Bagaimana respon pihak KPP terhadap meningkatnya penerimaan pajak 

dengan  adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty)?” 

Hasil wawancara kepada Bapak Suparmanto selaku tim peneliti dan juga sebagai 

Seksi Pengawas dan Konsultasi II: 

“Adanya undang-undang Tax Amnesty berdasarkan riset menunjukkan 

bahwa ada lebih dari Rp 1.000 Triliun dana Indonesia yang ada diluar 

negeri, untuk menarik kembali dana tersebut agar masuk kedalam 

negeri, diterbitkannya UU Pengampunan Pajak. UU Tax Amnesty ini 

merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menumbuhkan 

perekonomian dengan menarik investasi dana masuk kedalam negeri. 

Pihak KPP merasa senang dengan meningkatnya penerimaan pajak 

ada yaitu otomatis wajib pajak yang tadinya Self Assesment System 

kurang rapi, ketika dia merapikan dengan ikut Tax Amnesty artinya 

kan ada pembayaran ekstra dan dari pihak KPP Pratama Pasuruan juga 

mendapat tambahan ekstra. Yang kedua, pihak KPP Pratama Pasuruan 

mempunyai basis data baru bagi wajib pajak yang belum melapor 

sama sekali” 

 

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

diatas menjelaskan bahwa tingkat penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan 

sebelum adanya program Tax Amnesty sebesar Rp 1,165,056,126,845 dan 

penerimaan pajak setelah adanya program Tax Amnesty sebesar Rp 

1,236,653,839,109. Hal tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas program 

pengampunan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama 

Pasuruan telah tercapai. Selain itu, terdapat respon positif dari pihak KPP Pratama 

Pasuruan terhadap peningkatan penerimaan pajak selama adanya program Tax 

Amnesty selama tiga periode yang ditandai adanya wajib pajak dengan Self 

Assesment System yang masih kurang menjadi lebih baik lagi dengan mengikuti 

program Tax Amnesty. 
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4.1.6 Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak 

Program pengampunan pajak (Tax Amnesty) merupakan kesempatan 

besar bagi para wajib pajak yang belum atau belum seutuhnya melaporkan 

hartanya dengan difasilitasi hanya membayar uang tebusan. Program Tax 

Amnesty ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode I mulai tanggal 01 Juli 

2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016, periode II (01 Oktober 2016 

sampai dengan 31 Desember 2017) serta periode tiga (01 Januari 2017 samapai 

dengan 31 Maret 2017).  

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan di Indonesia yang menganut Self Assesment System dimana dalam 

prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak 

untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya. Peneliti menganalisis 

efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam program pengampunan pajak (Tax 

Amnesty) dilakukan dengan cara melihat penilaian kinerja KPP Pratama Pasuruan 

yaitu dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin capai dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana standarisasi program Tax Amnesty.  

Peneliti melakukan wawancara yang disertai dengan data pendukung 

tentang banyaknya wajib pajak yang telah berkontribusi mengikuti Tax Amnesty 

di KPP Pratama Pasuruan. Berikut data jumlah wajib pajak yang telah mengikuti 

Tax Amnesty: 
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Tabel 4.5 

Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib SPT 

Sebelum Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan 

Jenis Wajib Pajak Tahun 2016 Tahun 2017 

Badan 4705 WP 4.671 WP 

OP Non Karyawan 8474 WP 7.854 WP 

OP Karyawan 93.162 WP 76.483 WP 

Total 106.341 WP 89.008 WP 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2017) 

Tabel 4.6 

Jumlah Wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan  

Periode Tax 

Amnesty 

Jumlah WP yang 

mengikuti  

Tax Amnesty 

Total 

I 781 WP  

2.444 WP II 548 WP 

III 1.115 WP 
Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019) 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 wajib 

pajak terdaftar dan wajib SPT sebelum adanya program Tax Amnesty tercatat 

sebanyak 106.341 wajib pajak dan di tahun 2017 tercatat sebanyak 89.008 wajib 

pajak. Dengan adanya program Tax Amnesty, wajib pajak di tahun 2016 

meningkat sebanyak 1.329 wajib pajak dengan akumulasi wajib pajak yang telah 

berkontribusi mengikuti Tax Amnesty pada periode pertama dan periode kedua. 

Sedangkan di tahun 2017, wajib pajak meningkat sebanyak 1.115 wajib dengan 

akumulasi kontribusi mengikuti Tax Amnesty pada periode tiga. Pihak KPP 

Pratama Pasuruan memiliki target wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty yang 
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disampaikan dalam hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto (Mei, 

2019) selaku tim peneliti Tax Amnesty di KPP Pratama Pasuruan: 

“Untuk target wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty sekitar 2000 

wajib pajak” 

 

Total keseluruhan wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty sebanyak 

2.444 wajib pajak dengan periode pertama sebanyak 781 wajib pajak, periode 

kedua sebanyak 548 wajib pajak, dan diakhir periode Tax Amnesty sebanyak 

1.115 wajib pajak. Target wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty di KPP 

Pratama Pasuruan membuktikan bahwa hal tersebut menunjukkan telah 

tercapainya target wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty serta menunjukkan 

bahwa dengan adanya program Tax Amnesty, terjadi peningkatan kepatuhan wajib 

pajak.  

Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada tim peneliti Tax 

Amnesty mengenai salah satu kebijakan yang menjadi syarat wajib pajak dalam 

mengikuti program Tax Amnesty dengan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak). Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti: 

a. Dari banyaknya wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty, apakah 

semua wajib pajak sebelumnya sudah memiliki NPWP ? 

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf (Mei, 2019) sebagai 

tim penelitiTax Amnesty dan Seksi Pengawas dan Konsultasi IV: 

“Tidak, ada juga wajib pajak yang waktu itu ingin mengikuti Tax 

Amnesty namun belum memiliki NPWP, maka dari itu sesuai 

peraturan undang-undang tentang Tax Amnesty bahwa sebagai 

salah satu syarat utama wajib pajak dalam mengikuti Tax Amnesty 

harus memiliki NPWP, wajib pajak yang belum memiliki NPWP 

diarahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk 

memperoleh NPWP baru setelah itu bisa mengikuti Tax Amnesty” 
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Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Suparmanto 

(Mei,2019) selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2 dan juga sebagai 

tim peneliti. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti: 

“Tidak semua wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty 

sebelumnya telah memiliki NPWP, data wajib pajak yang ikut Tax 

Amnesty di KPP Pratama Pasuruan sebanyak 2.444 WP dengan 

perbandingan 60:40 atas wajib pajak yang telah memiliki NPWP 

sebelumnya dan sekitar 900 an wajib pajak yang sebelumnya 

belum memiliki NPWP” 

 

Dari hasil wawancara kepada tim peneliti Tax Amnesty di KPP 

Pratama Pasuruan menunjukkan bahwa adanya kebijakan tentang salah satu 

syarat wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak (Tax 

Amnesty) telah sesuai yang ditandai dengan adanya wajib pajak yang belum 

memiliki yang ingin mengikuti Tax Amnesty dengan mengarahkan untuk 

mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP terlebih dahulu. 

Kebijakan tersebut telah sesuai berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 2 

ayat (2). 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tim peneliti untuk 

mengetahui subjek wajib pajak yang seperti apa yang mengikuti Tax Amnesty di 

KPP Pratama Pasuruan 

b. Wajib pajak yang seperti apa yang paling banyak mengikuti Tax 

Amnesty? 

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto 

selaku tim peneliti Tax Amnesty dan juga sebagai Seksi Pengawas dan 

Konsultasi II (Mei, 2019) menjelaskan bahwa: 
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“Jumlah wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty kan 

sebanyak 2.444 dan paling banyak yaitu wajib pajak Orang Pribadi 

Non Karyawan atau Wirausahawan. Karena apa, kalau karyawan 

kan mekanisme pelunasan pajaknya dibantu oleh pihak ketiga oleh 

perusahaan  yang dipotong langsung otomatis. Sedangkan dari 

wirausahawan, murni Self Assesment System dari dirinya sendiri” 

 

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf selaku Seksi Bagian 

Pengawas dan Konsultasi 2 (Mei,2019) yang dilakukan oleh peneliti: 

“Dari sekian wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty, wajib 

pajak yang paling banyak mengikuti program ini yaitu wajib pajak 

Orang Pribadi dengan jumlah sekitar kurang lebih 1.700 an.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa wajib 

pajak yang paling banyak mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Pasuruan 

mayoritas wajib pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dengan total wajib 

sebanyak 1.700 an selama tiga periode program Tax Amnesty. Sedangkan total 

wajib pajak selama tiga periode yang mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama 

Pasuruan sebanyak 2.444 wajib pajak dengan rincian di periode pertama 

sebanyak 781 wajib pajak, periode kedua sebanyak 548 wajib pajak, serta 

periode ketiga sebanyak 1.115 wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty di 

KPP Pratama Pasuruan. 

Efektivitas dalam suatu program berusaha untuk menilai kepastian 

tujuan atau target dengan program yang sedang dilakukan. Dasar asumsi 

efektivitas yaitu tercapainya tujuan dalam program yang dilakukan dengan 

menggunakan metode penilaian kinerja berdasarkan sasaran ataupun tujuan yang 

dicapai.Peneliti mengukur efektivitas kepatuhan wajib dengan beberapa kriteria, 

diantaranya:  
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a. Upaya pelaksanakan Tax Amnesty di KPP Pratama Pasuruan 

Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan pada 

saat adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) merupakan aspek 

penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nantinya juga 

akan berpengaruh terhadap tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkup 

KPP Pratama Pasuruan. Peneliti melakukan analisis dengan melihat 

rekapitulasi data sosialisasi Tax Amnesty yang telah dilakukan oleh pihak KPP 

Pratama Pasuruan. Berikut data sosialisasi KPP Pratama Pasuruan: 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Sosialisasi Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan 

Target 

Penyuluhan 
Kegiatan 

Media Periode 

Tax 

Amnesty Langsung 
Tidak 

Langsung 

Pejabat 

Pimpinan 

Pusat/Daerah 

Sosialisasi dengan 

Mengunjungi WP 13 kali  I dan II 

Anggota 

Asosiasi 

Kelas Pajak/Klinik Pajak 
3 kali  I 

WP Sektor/KLU 

tertentu 

Kelas Pajak/Klinik Pajak 
3 kali  I 

WP dengan 

penghasilan 

bruto tertentu 

Penerbitan Alat Peraga 

Penyuluhan  7 kali I dan II 

WP Potensial Kelas Pajak/Klinik Pajak 4 kali  I 

WP Sektor/KLU 

tertentu 

Penerbitan Alat Peraga 

Penyuluhan 
 2 kali III 

WP OP yang 

Melakukan  

Penerbitan Alat Peraga 

Penyuluhan 
 1 kali III 
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Tabel 4.7 (Lanjutan) 

Rekapitulasi Sosialisasi Tax Amnesty 

KPP Pratama Pasuruan 

Target 

Penyuluhan 
Kegiatan 

Media Periode 

Tax 

Amnesty Langsung 
Tidak 

Langsung 

Kegiatan Usaha 

dan/atauPekerjaan 

bebas 

    

WP Sektor/KLU 

tertentu 

Advetorial 
 2 kali III 

WP dengan 

Penghasilan 

Bruto Tertentu 

Penerbitan Alat Peraga 

Penyuluhan  3 kali III 

Anggota Asosiasi Seminar/Diskusi/Ceramah 3 kali  III 
Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019) 

Dari data diatas menjelaskan bahwa penyuluhan atau sosialisasi 

yang dilakukan baik melalui media langsung (tatap muka) maupun melalui 

media tidak langsung (media massa) sebanyak 41 kali dalam 3 periode Tax 

Amnesty. Sosialisasi melalui media langsung selama 3 periode terhitung 

sebanyak 26 kali penyuluhan, sedangkan sosialisasi melalui media tidak 

langsung selama tiga periode Tax Amnesty sebanyak 15 kali penyuluhan. Hal 

tersebut dirasa sudah mendukung adanya sarana dan prasarana yang ada pada 

KPP Pratama Pasuruan. 

Untuk memperkuat data tentang upaya yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Pasuruan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPP Pratama 

Pasuruan tentang adanya penyuluhan atau sosialisasi yang bertujuan agar 

wajib pajak memahami apa dan bagaimana tentang Tax Amnesty. Berikut 

hasil wawancara peneliti kepada tim peneliti Tax Amnesty yang ada di KPP 

Pratama Pasuruan: 
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“Upaya apa saja yang telah dilakukan KPP Pratama Pasuruan selama 

program Tax Amnesty berlangsung?” 

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf (Mei, 2019) sebagai 

tim penelitiTax Amnesty dan Seksi Pengawas dan Konsultasi IV: 

“Ya, ada berbagai upaya yang dilakukan KPP Pratama Pasuruan 

pada saat program Tax Amnesty diantaranya mengadakan 

penyuluhan, pelayanan, kerjasama kemitraan dan kehumasan. 

Ketiga upaya awal itu nantinya ditujukan kepada wajib pajak 

Badan, Orang Pribadi, maupun UMKM.. Selanjutnya, upaya 

kedua yang dilakukan yaitu dengan bimtek oleh tim penerimaan 

dan tindak lanjut surat pernyataan Forkompinda, DPR, DPD, 

DPRD, Pejabat wajib maupun anggota asosiasi” 

 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak 

Suparmanto (Mei,2019) selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2. 

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti: 

“Sosialisasi yang dilakukan ada dua cara yaitu, melalui media 

massa seperti koran, baliho, dan spanduk. Selain itu, pihak KPP 

Pratama Pasuruan juga melakukan sosialisasi tatap muka dengan 

terjun ke lapangan usaha seperti pasar maupun penyisiran. Serta 

juga melakukan kerjasama dengan berbagai himpunan-himpunan 

dan pengusaha” 

 

Untuk membuktikan pernyataan dari hasil wawancara oleh tim 

peneliti Tax Amnesty yang ada di KPP Pratama Pasuruan, peneliti melakukan 

wawancara kepada wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty. Berikut hasil 

wawancara peneliti kepada wajib pajak (Juli,2019): 

“Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya program Tax Amnesty?” 

“Ya, saya tau dengan melihat di media sosial dan spanduk terkait 

adanya program pemerintah yang baru tentang Tax Amnesty ini” 

 

“Ya, saya mengerti program Tax Amnesty karena saya mengikuti 

sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Pasuruan” 
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“Saya awalnya kurang memahami tentang adanya program Tax 

Amnesty, namun begitu saya dikirimi surat, saya langsung datang 

ke KPP Pratama Pasuruan untuk menanyakan apakah program Tax 

Amnesty tersebut dan bagaimana cara mengikutinya”  

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim peneliti Tax Amnesty 

yang ada di KPP Pratama Pasuruan serta wajib pajak yang telah mengikuti 

Tax Amnestymenunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak 

pegawai pajak yang tergabung sebagai peneliti Tax Amnesty yang ada di KPP 

Pratama Pasuruan tidak hanya gencar dilakukan melalui media massa seperti 

koran, baliho, spanduk, akan tetapi juga melakukan sosialisasi tatap muka 

dengan terjun ke lapangan usaha seperti pasar dan penyisiran. Selain itu dari 

pihak KPP Pratama Pasuruan juga melakukan kerjasama dengan berbagai 

himpunan-himpunan dan pengusaha mapun wajib pajak besar. 

Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama 

Pasuruan juga telah berhasil  meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga 

kesadaran wajib pajak akan harta yang belum diungkapkan bisa diungkapkan 

melalui program Tax Amnesty.  

b. Proses Pelaksanaan Tax Amnesty 

Prosedur atau alur pelaksanaan Tax Amnesty terkait dengan 

penyampaian maupun penerimaan Surat Pernyataan telah tercantum sesuai 

dengan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 14 ayat (6) bahwa pegawai pada KPP 

tempat wajib pajak terdaftar yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak harus 

memastikan mengenai kelengkapan pengisian dokumen maupun lampiran 

Surat Pernyataan sampai dengan tahap akhir. Maka, peneliti melakukan 
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wawacara terhadap tim peneliti Tax Amnesty mengenai proses pelaksanaan 

program pengampunan pajak (Tax Amnesty): 

“Bagaimana proses pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama 

Pasuruan?” 

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf (Mei, 2019) sebagai 

tim peneliti Tax Amnesty dan Seksi Pengawas dan Konsultasi IV tentang alur 

permohonan pelaksanaan Tax Amnesty: 

“Untuk alur pelaksanaan Tax Amnesty, pastinya sama semua sama 

KPP yang lainnya. Disini proses pelaksanaan yang pertama yaitu 

pelaksanaan Helpdesk, dimana wajib pajak bisa menanyakan 

kepada petugas pajak tentang cara pengisian, cara perhitungan, 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Tax Amnesty. 

Selain itu, kita dari pihak KPP Pratama Pasuruan juga membantu 

wajib pajak yang kebingungan dalam melakukan pengisisan. 

Apabila wajib pajak sudah bisa dan memahami betul alur 

permohonan Tax Amnesty, maka kita membantu untuk cara 

membayarnya dengan  membuatBilling, dan dengan billing 

tersebut bisa digunakan wajib pajak untuk membayar ke bank. 

Setelah itu, wajib pajak yang telah membayar dimasukkan disini 

baru kita proses penerimaan berkas sama penelitian. Penelitian 

yang dimaksud ini hanya sekedar formal bukan material artinya 

tidak mencari kebenarannya dari suatu aset. Dan jika sudah 

lengkap berkas itu kita terima” 

 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak 

Suparmanto (Mei,2019) selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2. 

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti: 

“Untuk proses pelaksanaan Tax Amnesty, kita bagi menjadi dua 

bagian. Bagian pertama yaitu Helpdesk yang bertujuan untuk 

membantu wajib pajak apabila masih merasa kesulitan dalam 

mengisian format surat pernyataan, selain itu juga membantu 

memberi informasi-informasi awal mengenai Tax Amnesty. 

Selanjutnya alur pelaksanaan Tax Amnesty dimulai dengan wajib 

pajak mengambil antrian dan setelah dipanggil sesuai antrian, 

langkah selanjutnya melakukan penelitian apakah wajib pajak 

yang mengikuti Tax Amnesty telah memenuhi syarat dan 
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membayar uang tebusan berdasarkan tarif yang telah ditentukan 

dengan menggunakan sistem. Langkah terakhir yaitu wajib pajak 

memperoleh tanda terima surat pernyataan harta” 

 

 

Gambar 4.2 

Alur Permohonan Tax Amnesty 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 

Selain itu terdapat data materi penyuluhan di KPP Pratama 

Pasuruan, tentang ketentuan bagaimana menghitung harta bersih diantaranya: 

1) Harta berupa kas dilaporkan dengan nilai nominal 

2) Apabila terdapat mata uang asing, maka harus di rupiahkan dengan kurs 

menteri keuangan sesuai akhir tahun pajak 

3) Harta selain kas dilaporkan berdasarkan nilai wajar menurut perhitungan 

wajib pajak sendiri 

4) Utang terkait harta tambahan dapat dikurangkan sebanyak 75% untuk WP 

Badan, dan 50% untuk Orang Pribadi. 

Terdapat juga alur permohonan dengan ketentuan dokumen-

dokumen yang harus dilengkapi oleh wajib pajak diantaranya: 
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a) Surat Pernyataan 

Gambar 4.3 

Contoh Format Surat Pernyataan 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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Gambar 4.4 

Contoh Pengisian Identitas untuk WP Orang Pribadi 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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b) Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan 

Gambar 4.5 

Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan 

 Menginvestasikan Harta Tambahan 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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Gambar 4.5 (Lanjutan) 

Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan 

 Menginvestasikan Harta Tambahan 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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c) Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada  

di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI 

Gambar 4.6 

Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan 

yang Telah Berada  di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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Gambar 4.6 (Lanjutan) 

Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan 

yang Telah Berada  di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 

 

d) Daftar Rincian Harta dan Hutang 

Gambar 4.7 

Contof Format Formulir Daftar Rincian dan Hutang 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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Gambar 4.8 

Formulir Harta yang Berada di Dam Negeri yang  

Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 

Gambar 4.9 

Formulir Nilai Utang Terkait Harta yang Belum Pernah Dilaporkan Dalam 

SPT PPh Terakhir  

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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e) Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dan/atau Pengajuan 

Gambar 4.10 

Contoh Format Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dan/atau 

Pengajuan 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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f) Surat Penyataan Besaran Peredaran Usaha (Untuk Wajib Pajak Badan) 

Gambar 4.11 

Contoh Format Surat Penyataan Besaran Peredaran Usaha (Untuk 

Wajib Pajak Badan) 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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g) Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak 

atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan (untuk Wajib 

Pajak Badan) 

Gambar 4.12 

Contoh Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak 

yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan 

(untuk Wajib Pajak Badan) 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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h) Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak 

atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan (untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi) 

Gambar 4.13 

Contoh Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak 

yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan 

(untuk Wajib Pajak Orang Pribadi) 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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i) Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Atas Permohonan Dan/Atau 

Pengajuan Upaya Hukum 

Gambar 4.14 

Contoh Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan dalam 

Rangka Pengampunan Pajak 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 



85 
 

 
 

j) Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan 

Gambar 4.15 

Contoh Format Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta 

Tambahan 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 

k) Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah 

NKRI 

Gambar 4.16 

Contoh Format Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di 

Dalam Wilayah NKRI 

 

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016) 
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Berdasarkan paparan data diatas, peneliti membuktikan adanya 

kebenaran pernyataan dari pihak  KPP Pratama Pasuruan dengan melakukan 

wawancara kepada wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty.  

“Bagaimana menurut ibu/bapak tentang pelayanan yang diberikan oleh 

pihak KPP Pratama Pasuruan saat program Tax Amnesty berlangsung?” 

Hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak (Juli,2019): 

“Pelayanan yang diberikan baik.Petugas KPP yang melayani pun 

sangat ramah. Mereka menjelaskan dengan detail alur pelaksanaan 

Tax Amnesty” 

 

“Menurut saya, petugas disana disana cukup baik menjelaskan 

secara rinci program Tax Amnesty karena  saya sendiri awalnya 

tidak paham dengan program Tax Amnesty. Bahkan petugas disana 

juga membantu saya dalam mengisi beberapa dokumen-dokumen 

untuk dilampirkan yang menjadi syarat untuk mengikuti Tax 

Amnesty” 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim peneliti Tax Amnesty 

menunjukkan bahwa prosedur penyampaian Surat Pernyataan pada saat 

program Tax Amnestytelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Sarana dan 

prasarana yang telah disediakan oleh KPP Pratama Pasuruan  sudah memadai 

yang ditandai dengan pemisahan alur pelaksanaan Tax Amnesty dengan 

terdapat antrian helpdesk yang berfungsi menjelaskan secara rinci tentang 

bagaimana alur permohonan Tax Amnesty mulai dari cara pengisian, cara 

perhitungan, maupun syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti Tax 

Amnesty. Selain itu, pegawai pajak membantu para wajib pajak yang masih 

merasa kesulitan dalam mengisi dokumen surat pernyataan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa alur permohonan Tax Amnesty tidak 

membingungkan wajib pajak yang ingin mengikuti program Tax Amnesty, 
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sehingga besar kemungkinan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

c. Kinerja pegawai KPP Pratama Pasuruan terkait adanya program Tax 

Amnesty 

Ukuran berhasil tercapainya tujuan program Tax Amnesty salah 

satunya dengan melihat kinerja pegawai pajak dalam mensukseskan dan 

terlaksananya tujuan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). 

Berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 14 ayat (6) menjelaskan bahwa 

pegawai pada KPP tempat wajib pajak terdaftar ditunjuk oleh Direktur Jendral 

Pajak, dalam artian tidak semua pegawai pajak ditunjuk untuk menjadi tim 

inti sebagai tim peneliti Tax Amnesty. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, 

peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tim peneliti Tax Amnesty 

mengenai kategori kinerja yang ditunjuk dalam melaksanakan program Tax 

Amnesty. 

“Apakah semua pegawai terlibat sebagai peneliti program Tax Amnesty? 

Jika tidak, berdasarkan kategori yang bagaimana para pegawai pajak 

yang terpilih menjadi tim peneliti Tax Amnesty?” 

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto selaku Seksi 

Pengawas dan Konsultasi II (Mei, 2019) : 

“Jadi begini, prinsip program pengampunan pajak kan salah 

satunya yaitu tentang kerahasiaan data, selain itu terdapat 

kemampuan teknis.Dari sedi kemampuan teknis inilah yang 

otomatis ditugaskan sebagai peneliti Tax Amnesty dan bagian 

Helpdesk dengan mempertimbangkan siapa yang memenuhi 

kompetensinya. Bagian yang biasanya berkecimbung dengan 

teknis perpajakan yaitu bagian AR (Account Representative) dan 

fungsional sehingga seluruh bagian AR dan fungsional menjadi 
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tim peneliti. Selain itu juga terdapat subtim peneliti, supervisor 

(kepala seksi) sebagai ketua subtim” 

 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ade 

Yusuf selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2 (Mei,2019). Berikut 

hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti: 

“Tidak semua pegawai pajak terpilih menjadi tim peneliti Tax 

Amnesty. Dari 100 pegawai pajak yang ada di KPP Pratama 

Pasuruan, dipilih 50 sebagai tim peneliti dan dari tim peneliti ini 

hanya semua bagian AR (Account Representative) dan fungsional 

saja. Kenapa begitu, karena memang dipilih berdasarkan 

kemapuan teknis bidang perpajakannya. Namun, sebagian 

pegawai pajak yang lainnya ada juga yang dibagian subtim peneliti 

yang merupakan pendukung lainnya dalam tim peneliti tersebut” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semua 

pegawai pajak terlibat dalam peneliti Tax Amnesty.Namun, setengah dari 

seluruh pegawai pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan yang dipilih 

menjadi bagian timinti peneliti. Bagian yang dipilih sebagai tim peneliti yaitu 

bagian AR (Account Representative) dan fungsional. Hal tersebut dipilih 

berdasarkan kemampuan pegawai pajak dalam bidang teknis perpajakan, 

sebagian dari pegawai pajak yang laindijadikan sebagai subtim peneliti yang 

juga ikut andil demi mensukseskan program Tax Amnesty seperti membantu 

dibagian Helpdesk sebagai subtim antrian, pengarah layanan. 

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal 

memilah kinerja pegawai berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk 

mensukseskan program Tax Amnesty dirasa sudah efektif. Disamping itu, 

dengan tujuan memilah bagian yang dijadikan sebagai tim peneliti, juga 
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memperhatikan akan keharahasiaan data sehingga program Tax Amnesty 

tersebut berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. 

d. Tanggapan ataupun respon wajib pajak terkait program Tax Amnesty 

Peneliti melakukan wawancara kepada tim peneliti Tax Amnesty 

untuk mengatahui respon wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnestyyang 

akan dijadikan sebagai salah satu poin utama dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Pasuruan. 

“Bagaimana respon wajib pajak dengan adanya program Tax Amnesty?” 

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ade Yusuf 

sebagai tim penelitiTax Amnesty dan juga sebagai Seksi Pengawas dan 

Konsultasi IV (Mei, 2019) menjelaskan bahwa: 

“Respon wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty positif, yang 

ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang datang di tanggal-

tanggal akhir periode seperti bulan September, desember. Selain 

itu di akhir periode bulan maret juga rame banyak wajib pajak 

yang antusias ikut program Tax Amnesty” 

 

Penjelasan hasil wawancara kepada bapak Suparmanto sebagai 

Seksi Pengawas dan Konsultasi II dan juga sebagai tim peneliti Tax 

Amnesty(Mei, 2019): 

“Berdasarkan penilaian dari kita pihak KPP Pratama Pasuruan, wajib 

pajak dirasa masih banyak pemenuhan Self Assessment System yang 

kurang sehingga dia memanfaatkan fasilitas Tax Amnesty ini. Misal 

wajib pajak A seharusnya bayar pajak senilai Rp 1.000.000 dengan 

tarif pajak normal, maka dalam Tax Amnesty wajib pajak itu dianggap 

close hanya dengan menyatakan hartanya. Selain itu juga apabila ada 

wajib pajak sedang dalam proses penyidikan, pemeriksaan itu 

dihentikan ketika dia mengikuti Tax Amnesty. 
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Tidak hanya dengan adanya respon, pihak pegawai pajak yang 

menangani program Tax Amnesty juga pernah menanyakan respon wajib 

pajak yang mengikuti program Tax Amnesty secara langsung.  

“Saya mendukung” 

“Ya, saya mendukung adanya program Tax Amnesty karena ini 

merupakan program pemerintah” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, program Tax Amnestydapat 

diterima dan mendapat respon positif bagi wajib pajak yang mengikuti Tax 

Amnesty yang ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti Tax 

Amnesty terutama di bulan akhir periode seperti bulan September, desember, 

dan maret. Selain itu, juga terdapat respon negative dari salah satu pihak KPP 

Pratama Pasuruan dengan adanya program Tax Amnesty bahwa banyak wajib 

pajak yang masih memanfaatkan fasilitas ini sehingga pemenuhan asas 

pemungutan pajak “Self Assesment System” dirasa masih kurang. 

e. Resiko yang dihadapi pada saat berlangsungnya program Tax Amnesty 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan, 

dilihat dari segi wajib pajak yang antusias mengikuti program Tax Amnesty, 

terdapat juga beberapa kendala atau resiko dari pihak KPP Pratama Pasuruan 

yaitu bertambahnya jam kerja pelayanan maupun hilangnya potensi pajak 

yang seharusnya bisa digali. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil wawancara 

peneliti kepada salah satu pegawai pajak yang menjadi peneliti Tax Amnesty 

yaitu Bapak Suparmanto selaku tim peneliti Tax Amnesty juga sebagai Seksi 

Pengawas dan Konsultasi II (Mei, 2019)  

“Tax Amnesty ini kan merupakan program pemerintah diluar 

jobdisk utama kita, sehingga memberikan beban kerja ekstra yang 
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berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia sehingga 

dengan SDM yang ada, tetap harus menjalankan rutinitas beban 

kerja rutinnya, ditambah dengan menjalankan program pemerintah 

yang dituntut harus sukses. Pernah juga waktu itu pada akhir 

periode I dan periode II, jam kerja hari sabtu masih buka karena 

faktor antusias wajib pajak yang tinggi dan tidak bisa dijadwalkan 

semisal di pagi hari sepi, dan pada sore hari membludak dan 

nantinya akan berpengaruh kepada kepuasan pelayanan bagi wajib 

pajak” 

 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ade 

Yusuf selaku bagian Pengawas dan Konsultasi IV (Mei, 2019).Berikut hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti: 

“Kalau resiko itu tidak ada.Tapi terdapat potensi yang hilang. Kita 

lihat dari segi program Tax Amnestykan berarti pengampunan, jadi 

apabila ada seorang pengusaha badan yang memiliki omset senilai 

1 Milyar harus bayar pajak sekian/25%, selama ini dia tidak bayar 

dan selagi ada program Tax Amnesty ini, dia cukup 

mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan. Hal ini 

potensi yang seharusnya dia bayar pajak itu hilang, hanya itu 

resikonya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa resiko 

yang dialami dengan adanya program Tax Amnesty ini tidak terlalu kongkrit. 

Hanya saja terdapat tambahan jam pelayanan yang dilakukan oleh pihak KPP 

Pratama Pasuruan. Namun, terdapat juga hilangnya potensi yang seharusnya 

bisa digali lagi lebih dalam. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama 

Pasuruan dalam menghadapi resiko yang dihadapi selama program Tax 

Amnesty berlangsung sudah efektif yang dilihat dengan penambahan jam 

pelayanan. Selain itu, hal tersebut juga memberikan kesempatan pada wajib 

pajak yang belum melaporkan hartanya untuk mengikuti Tax Amnesty 

sehingga pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara kepada pihak 

pegawai pajak yang tergabung peneliti program Tax Amnesty di KPP Pratama 

Pasuruan serta kepada wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty bahwa 

dengan adanya program Tax Amnesty menunjukkan adanya peningkatan 

penerimaan pajak yang ada pada KPP Pratama Pasuruan. Hasil observasi pada tabel 

4.1 menunjukkan total realisasi penerimaan Tax Amnesty selama tiga periode. Pada 

tabel 4.2 menunjukkan pengukuran efektivitas denganmenggunakan indikator 

performance grade sehingga diperolehhasil cukup efektif terhadapnya tingkat 

penerimaan pajak. 

Pengamatan peneliti menjelaskan bahwa pada tabel 4.1 terdapat 

beberapa alasan yang menyebabkan turunnya penerimaan Tax Amnesty di periode 

dua.Hal tersebut dikarenakan perbedaan tarif pengenaan uang tebusan di tiap 

periode dengan artian persentase tarif yang ada diperiode satu lebih kecil daripada 

di periode kedua maupun ketiga.Namun, kenaikan tarif pengenaan uang tebusan 

dikatakan cukup efektif karena hasil ukuran efektivitas dengan membandingkan 

antara realisasi dan target penerimaan Tax Amnesty pada periode dua dan periode 

ketiga terbilang masih cukup efektif sehingga tingkat penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Pasuruan meningkat. 

Terciptanya efektivitas dari suatu program dapat dilihat dari tujuan 

adanya programTax Amnesty. Efektivitas yang dilakukan terkait tentang kepatuhan 

wajib pajak salah satunya dengan melihat penilaian kinerja KPP Pratama Pasuruan 

yaitu dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin capai dalam meningkatkan 
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kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana standarisasi program Tax Amnesty. 

Standarisasi program tentang program pengampunan pajak (Tax Amnesty) sudah 

memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan PMK-141/PMK.03/2016 Pasal 13 

ayat (1).Peneliti menjelaskan bahwa tabel 4.4 menunjukkan terdapat sebanyak 

2.444 wajib pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty di KPP Pratama 

Pasuruan dengan target yang ditentukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan 

sebanyak 2000 wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari telah 

melampauinya target wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty di KPP 

Pratama Pasuruan, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak meningkat terlihat 

pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tim peneliti Tax Amnesty di 

KPP Pratama Pasuruan bahwa sebanyak 900 wajib pajak sebelumnya belum 

memiliki NPWP, dengan adanya program Tax Amnesty ini, kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. 

Selain itu, nilai ukur efektifitas tentang kepatuhan wajib pajak diukur 

dengan mempertimbangkan beberapa kriteria pencapaian efektivitas Berbagai 

upaya telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak pada saat adanya program pengampunan pajak (Tax 

Amnesty).KPP Pratama Pasuruan melakukan upaya berupa penyuluhan atau 

sosialisasi serta memberikan informasi baik melalui berbagai media massa seperti 

koran, baliho, spanduk, advertising maupun melalui tatap muka langsung dengan 

terjun ke lapangan untuk memberikan pengarahan kepada wajib pajak yang 

memiliki usaha, selain itu juga melakukan kerjasama dengan himpunan-himpunan 
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dengan mengundang wajib pajak besar seperti pengusaha  di area kota maupun 

Kabupaten Pasuruan.  

Hasil observasi pada tabel 4.5 tentang rekapitulasi sosialisasi program 

Tax Amnesty, menjelaskan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pihak KPP 

Pratama Pasuruan dinilai cukup merata mulai dari pejabat pimpinan daerah, 

anggota assosiasi, wajib pajak sektor/KLU tertentu, wajib pajak dengan 

penghasilan bruto tertentu, maupun wajib pajak potensial. Selain itu, upaya di 

lakukan tidak hanya sekali di media langsung maupun tidak langsung.Hal tersebut 

dikatakan efektif. 

Pengamatan peneliti menilai bahwa dilihat dari upaya yang dilakukan 

oleh KPP Pratama Pasuruan selama program Tax Amnesty berlangsung, telah 

memenuhi salah satu kriteria pencapaian tujuan yang efektif dengan ditandai 

adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melakukan upaya 

sosialiasi guna mencapai tujuan Tax Amnesty yang diharapkan, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media massa maupun media sosial serta dengan pegawai 

pajak terjun langsung ke lapangan usaha wajib pajak yang dapat memberikan 

manfaat sehingga wajib pajak tertanam rasa percaya terhadap fiskus pajak 

khususnya terhadap KPP Pratama Pasuruan, serta akan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan tertib. 

Terkait tentang standarisasi pelaksanaan program Tax Amnesty yang ada 

di KPP Pratama Pasuruan juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 

11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan berdasarkan PMK-

141/PMK.03/2016 Pasal 13 ayat (1). Adanya pemisahan antara antrian Helpdesk 
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dan antrian umum merupakan sarana yang telah diberikan kepada wajib pajak 

apabila dirasa masih kebingungan dalam mengisi dokumen formulir surat 

pernyataan. Syarat pengajuan Tax Amnesty juga telah dijelaskan sesuai dengan 

aturan yang ada, dan dalam pengamatan peneliti menyangkut cara perhitungan, 

pengisian formulir Tax Amnesty maupun dokumen formulir yang harus dilengkapi 

oleh wajib pajak telah dilakukan dengan ketentuan yang ada secara efektif dengan 

sarana dan prasarana yang mendukung. 

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan untuk 

memfasilitasi penuh program Tax Amnesty ini kepada wajib pajak dengan cara 

menambah jam pelayanan ekstra. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan 

kualitas pelayanan dari KPP Pratama Pasuruan. Dari pengamatan peneliti, adanya 

tambahan jam pelayanan dirasa kurang efektif dari segi pihak tim peneliti Tax 

Amnesty, karena tambahan jam pelayanan ekstra berhubungan pengelolaan Sumber 

Daya Manusia sehingga dengan SDM yang ada, tetap harus menjalankan rutinitas 

beban kerja rutinnya setiap hari, ditambah dengan menjalankan program 

pemerintah yang dituntut harus sukses. Dari segi khusus terkait suksesnya program 

Tax Amnesty, pihak KPP Pratama Pasuruan dikatakan efektif dalam mengatasi 

resiko-resiko yang dihadapi pada saat berlangsungnya program Tax Amnesty 

dengan dilakukan tambahan jam pelayanan ekstra tersebut.  

Pengamatan peneliti menilai bahwa penilaian kinerja pada KPP Pratama 

Pasuruan berdasarkan keahlian dan kepemimpinan tanggung jawab dalam 

menjalankan Jobdisksudah efektif. Hal ini ditandai dengan pemilihan tim peneliti 

Tax Amnesty yang dipilih berdasarkan kemampuan teknis perpajakan yang dimiliki 
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oleh pegawai pajak, sehingga tidak semua wajib pajak tidak terpilih menjadi tim 

peneliti Tax Amnesty. Tanggung jawab terhadap Jobdisk oleh pegawai pajak juga 

terlihat dengan sebagaian yang tidak berkecimbung sebagai tim peneliti Tax 

Amnesty, turut membantu memberikan informasi mendasar pada bagian Helpdesk. 

Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu prinsip Tax Amnesty yaitu keharasiaan 

data. 

Pajak dalam islam merupakan kebutuhan sekunder dan bukan sebagai 

kebutuhan primer, dikarenakan pemerintah menetapkan hanya untuk orang kaya 

saja. Hal tersebut berarti ketika pendapatan primer kososng, maka boleh saja beralih 

ke pendapatan sekunder.Tax Amnesty merupakan program baru yang dibuat oleh 

pemerintah. Dalam islam, memperbolehkan membuat suatu aturan baru 

berdasarkan Maslakha Mursala. Dalam Al-Qur’an An-Nisa’ 59 Allah SWT 

berfirman: 

طِ 
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّذ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ تُمأ فِِ يََٰٓ ۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَأ رِ مِنكُمأ مأ

َ وْلِِ ٱلۡأ
ُ
يعُواْ ٱلرذسُولَ وَأ

سَ  حأ
َ
ٞ وَأ َٰلكَِ خَيۡأ ِۚ ذَ َوأمِ ٱلۡأٓخِرِ ِ وَٱلۡأ مِنُونَ بٱِللَّذ ِ وَٱلرذسُولِ إنِ كُنتُمأ تؤُأ ءٖ فرَُدُّوهُ إلََِ ٱللَّذ  نُ شََأ

ويِلًا  
أ
 تأَ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.(Q.S An-Nisa ayat 09). 

 

Adanya program Tax Amnesty yang dapat membantu perekonomian 

Indonesia saat ini melalui dana APBN dengan adanya penerimaan pajak yang 

mengalir kedalam kas Negara seperti dalam hal dapat membantu membiayai 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa Indonesia 
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yang sejahtera (adil dan makmur) dibawah keridhaan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.Baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan ukhrawi. 

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan nasional adalah kesejahteraan 

dan kebahagiaan hidup bagi dunia maupun di akhirat yang dapat dilihat dari sudut 

pandang islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi : 

يَا نأ ن يَقُولُ رَبذنَآ ءَاتنَِا فِِ ٱلدُّ  حَسَنَةٗ وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ ٱلنذارِ   وَمِنأهُم مذ
 

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah 

kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa 

neraka” (Al-Baqarah:201) 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

efektivitas kebijakan yang diterapkan di KPP Pratama Pasuruan yang berfokus pada 

tercapainya tujuan program Tax Amnestydalam meningkatkan penerimaan dan 

kepatuhan wajib pajak dikatakan sudah efektif.Berbagai upaya sosialisasi yang 

telah dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan memberikan manfaat sehingga wajib 

pajak tertanam rasa percaya terhadap fiskus pajak khususnya terhadap KPP Pratama 

Pasuruan, serta akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib. 

Pelaksanaan Tax Amnesty sudah efektif dengan telah didukung oleh dasar hukum 

yang jelas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Pembahasan skripsi yang mendukung penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

a. Ngadiman (2015), yang berjudul “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan 

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi Empiris Pada KPP 

Pratama Jakarta Kembangan)  
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b. Widianti, (2017), yang berjudul “Analisis Pengaruh Tax Amnesty Terhadap 

Total Penerimaan dan Total Pelaporan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pangkal 

Pinang) 

c. Seno Sudarmono Hadi, (2018), yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP 

Pratama Jakarta Cengkareng 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program 

pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam rangka meningkatkan penerimaan dan 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan telah tercapai. Penerimaan pajak 

pada KPP Pratama Pasuruan meningkat menjadi 85,12% di tahun 2016 dan 

102,38% di tahun 2017. Kebijakan Penerapan program pengampunan pajak (Tax 

Amnesty) ini juga didasari dengan payung hukum yang jelas sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru yang dibuat 

pemerintah ini. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan juga 

terlihat efektif dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta fasilitas 

yang diberikan kepada wajib pajak dalam pelayanan program Tax Amnesty yang 

ada pada KPP Pratama Pasuruan yang dilihat dari pemisahan alur pengajuan 

program Tax Amnesty yang dipisah menjadi dua bagian. Kinerja pegawai pajak 

yang terlibat dalam program Tax Amnesty juga sudah efektif ditandai dengan 

terpilihnya bagian teknis perpajakan seperti bagian AR (Account Representative) 

dan fungsional sebagai tim peneliti inti Tax Amnesty. Pihak KPP Pratama Pasuruan 

mampu mengatasi resiko-resiko yang dihadapi pada saat berlangsungnya program 

Tax Amnesty dengan dilakukan tambahan jam pelayanan ekstra sehingga wajib 

pajak yang akan mengikuti Tax Amnesty menjadi lebih antusias. Disamping itu, Tax 

Amnesty terbukti memiliki peluang berhasil untuk diterapkannya di Indonesia. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tujuan program pengampunan pajak (Tax 

Amnesty) yaitu meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan juga meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, sehingga dirasa masih perlu mengkaji seluruh tujuan 

Tax Amnesty. 

2. Objek penelitian, hanya berfokus kepada satu Kantor Pelayanan Pajak saja, 

sehingga dirasa masih perlu membandingkan antara KPP satu dengan KPP 

lainnya. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis, ada beberapa saran 

yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan: 

1. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah dan mengkaji secara detail tujuan 

dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty), serta menambah objek 

penelitian agar bisa membandingkan dengan KPP lain, sehingga dapat diketahui 

tercapainya tujuan dan tingkat kepatuhan wajib pajak mana yang sudah efektif. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 1: Surat Pemberian Ijin Riset oleh Kanwil DJP III 

 



 
 

 

 

 

Lampiran 2 : Daftar Wawancara Kepada Tim Peneliti Tax Amnesty KPP Pratama 

Pasuruan 

No Pertanyaan 

1. Faktor apa yang menyebabkan tingkat penerimaan Tax Amnesty 

mengalami fluktuatif di periode pertama sampai dengan periode ketiga? 

2. Bagaimana respon pihak KPP terhadap meningkatnya penerimaan 

pajak dengan  adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty)? 

3. Berapa target untuk wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty di KPP 

Pratama Pasuruan? 

4. Dari banyaknya wajib pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty, apakah 

semua wajib pajak sebelumnya sudah memiliki NPWP ? 

5. Wajib pajak yang seperti apa yang paling banyak mengikuti Tax 

Amnesty? 

6. Upaya apa saja yang telah dilakukan KPP Pratama Pasuruan selama 

program Tax Amnesty berlangsung? 

7. Bagaimana proses pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Pasuruan? 

8. Apakah semua pegawai terlibat sebagai peneliti program Tax Amnesty? 

Jika tidak, berdasarkan kategori yang bagaimana para pegawai pajak 

yang terpilih menjadi tim peneliti Tax Amnesty? 

9. Resiko apa yang dihadapi oleh pihak KPP Pratama Pasuruan saat 

berlangsungnya program Tax Amnesty? 

 

Lampiran 3 : Daftar Wawancara Kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty 

No Pertanyaan 

1. Pada periode keberapa bapak/ibu mengikuti Tax Amnesty? 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya program Tax Amnesty? 

3. Bagaimana menurut ibu/bapak tentang pelayanan yang diberikan oleh 

pihak KPP Pratama Pasuruan saat program Tax Amnesty berlangsung? 

4. Bagaimana respon bapak/ibu dengan adanya program Tax Amnesty? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 4: Surat Bebas Plagiarim 

  



 
 

 

Lampiran 5: Bukti Konsultasi 
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